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Dengan mengucapkan pudi syukur kehadirat Tuhan Yang
Maha Esa, Ketua Badan Perencanaan Pembaninan Daerah Tingkat
I Kalimantan Timur menyambut. baik ~tas diperbanvaknya

Peraturan mengenai Badan Percncanaan Pembangunan Daerah.

Dengan demikian diharapkan peraturan ini dapat menjadi
pedoman bagi aparatur perencana di Dacrah, khususnya dalam
menjalankan fungsi dan tugas pekerjann  bagi terciptanya

hasil pembanginan yang dicila citakan.

Selamal. menjalankan Lupas, semopra Tuhan Yang Maha Esa

memberkahi upaya dan pekerjann kita sekalian.

Samarinda, 20 Juni 1986

KETUA BADAN PERI PEMBANGUNAN DAERAH

DRG._H. §. SYAFRAN
NIP. 550 006 303
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A . KEPPRES NO_27 TAHUN 1980



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 27 TAHUN 1980

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

H¥enimbang

¥engingat

PRESTIDEN REPUBLIK INDONESIA

bahwa dalam rangka usaha peningkatan keserasian
pembangunan di daerah diperlukan adanya
peningkatan keselarasan antara pembangunan
sektoral dan pembangunan daerah;

bahwa dalam rangka usaha menjamin laju
perkembangan, keseimbangan dan kesinambungan
pembangunan di daerah diperlukan perencanaan
vang lebih menyeluruh, terarah dan terpadu;

bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
diatas pengaturan tentang pembentukan Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana
ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 15
Tahun 1974, dipandang perlu untuk ditinjau
kembali.

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor
IV/MPR/1978 tentang Garis-Garis Besar Haluan
Negara;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-
Pokok Pemerintahan di Daerah ( Lembaran Negara
Tahun 1974 Nomor 38, tambah Lembaran Negara
Nomor 3037 );

Keputusan Presiden nomor 59/M tahun 1978
tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan IIT;

Keputusan Presiden nomor 7 Tahun 1979 tentang
Rencana Pembangunan Lima Tahun Ketiga
( RepelitalIlI );



MEMUTUSKAN 2

Dengan mencabut Keputusan Presiden nomor 15 tahun
1974 tentang Pembentukan Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah.

etapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1) Di Propinsi Daerah Tingkat I dibentuk Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat T;
selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini
disebut BAPPEDA Tingkat T.

(2) Di Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat IT dapat
dibentuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Tingkat 1T, selanjutnya dalam KEeputusan
Presiden ini disebut BAPPEDA Tingkat II.

Pasal 2

(1) BAPPEDA Tingkat I, adalah badan staf vang
langsung berada di bawah dan bertanggung Jawab
kepada Gubernur/Kepala Daerah Tingkat].

(2) BAPPEDA Tingkat 1II, adalah badan staf yvang
langsung berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat TT.

Pasal 3

(1) BAPPEDA Tingkat I mempunyai tugas membantu
Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I dalam
menentukan kebijaksanaan di bidang Perencanaan
prembangunan di Daerah Tingkat I serta penilaian
atas pelaksanaannya.

(2) BAPPEDA Tingkat II mempunyai tugas membantu
Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat 1II-
dalam menentukan kebijaksanaan di bidang
bPerencanaan pembangunan di Daerah Tingkat IT
serta penilaian atas pelaksanaannya-

3%




(1)

(2)

Pasal 4

Dalam melaksanakan perencanaan Pembangunan di
Daerah, BAPPEDA Tingkat I dan BAPPEDA Tingkat
II berkewajiban mengusahakan keterpaduan antara
rencana Nasional dan Daerah.

dimaksud dalam ayat (1) BAPPEDA Tingkat I dan
BAPPEDA Tingkat I1 mengkoordinasikan aspek-
aspek perencanaan dari seluruh unit vertikal
yYang terdapat dalam wilayahnya.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam pasal 3 ayat (1) BAPPEDA Tingkat I mempunyai
fungsi -

a.

menyusun Pola Dasar Pembangunan Daerah yang
terdiri atas Pola Unmum Pembangunan Daerah jangka
Panjang dan Pola Umum PELITA Daerah Tingkat E3

menyusun REPELITA Daerah Tingkat I;

menyusun Program—program tahunan sebagai
pelaksanaan rencana-rencana tersebut rada hurup
a dan b yang dibiayaai oleh Daerah sendiri
ataupun yang diusulkan kepada Pemerintah Pusat
untuk dimasukkan ke dalam program tahunan
nasional ;

me lakukan koordinasi perencanaan diantara Dinas-
dinas, Satuan Organisasi lain dalam Lingkungan
Pemerintah Daerah, Instansi—instansi vertikal,
Daerah-daerah Tingkat II dan Badan-badan lain
Yang berada dalam Wilayah Daerah Tingkat I vang
bersangkutan;

menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tingkat T bersama-sama dengan Biro
Keuangan Daerah dengan koordinaai-'Sekretaris
Wilayah Daerah Tingkat I;

me laksanakan Koordinasi dan atau mengadakan
renelitian untuk kepentingan Perencanaan
pembangunan di Daerah;

mengikuti rersiapan dan perkembangan pelaksanaan
rencana Pembangunan di Daerah untuk
Penyempurnaan perencanaan lebih lanjut;

memonitor pelaksanaan pembangunan di Daerah;



IT. PENJELASAN PASAI, DEMT PASAL

Pasal
Pasal
Pasal

Pasal
Pasal

Pasal
Pasal
Pasal

Pasal

1 sampai dengan pasal 30 cukup jelas.
31 ayat (1) cukup jelas.

31 ayat (2) Untuk efisiennya wewenang untuk mengadakan
Bappeda
Gubernur

rerubahan atas Susunan Organisasi
Tingkat I dilimpahkan kepada

Kepala Daerah Tingkat 1 dengan
berdasarkan rada Pedoman Menteri
Negeri dan Persetujuan DPRD Propinsi Daerah

Tingkat T Kalimantan Timur.
32 cukup Jelas;

33 yang dimaksud dengan Pimpinan Satuan Organisasi pada
Pasal 1ini adalah Ketua, Sekretaris, Kepala Bidang,
Bappeda

Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada
Tingkat T Kalimantan Timur.
34 sampai dengan pasal 37 cukup jelas;
38 ayat (1) cukup jelas;
38 ayat (2) Yang dimaksud dengan kata Pejabat
Pegawai lainnya pada ayat ini adal
Sub  Bagian, Kepala Seksi dan
Pegawai bawahannya .
39 sampai dengan pasal 42 cukup jelas.

Samarinda, 15 Juni 1996
Disalin sesuai dengan bunyi aslinya :

AN. KETUA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TINGKAT I KALIMANTAN TIMUR
Sekretaris,

Ub. Ka. Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi,

—

Nip. 550 011 663.
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-pejabat/
ah Kepala
Pegawai-



me lakukan kegiatan-kegiatan lain dalam rangka
perencanaan sesuai dengan petunjuk Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam pasal 3 ayat (2) BAPPEDA Tingkat II mempunyai
fungsi :

a.

menyusun Pola Dasar Pembangunan Daerah yang
terdiri atas Pola Umum Pembangunan Daerah Jangka
pPanjang dan Pola Umum REPELITA Daerah Tingkat
s

menyusun REPELITA Daerah Tingkat II;

menyusun Program-program tahunan sebagai
pelaksanaan rencana-rencana tersebut pada huruf
a dan b yang dibiayai oleh Daerah sendiri
ataupun yang diusulkan kepada Pelerintah Daerah
Tingkat I untuk dimasukkan kedalam program
Daerah Tingkat I dan atau vang diusulkan kepada
Pemerintah Pusat untuk dimasukkan ke dalam
program tahunan nasional;

melakukan koordinasi perencanaan diantara Dinas-
dinas Satuan Organisasi lain dalam lingkungan
Pemerintah Daerah, Instansi-instansi Vertikal,
Kecamatan-kecamatan, dan Badan-badan lain yvang
berada dalam Wilayah Daerah Tingkat II vang
bersangkutan;

menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tingkat II bersama-sama dengan Bagian
Keuangan Daerah dengan koordinasi Sekretaris
Wilayah Daerah Tingkat IT;

melaksanakan koordinasi dan atau mengadakan
pPenelitian untuk kepentingan Perencanaan
pembangunan di Daerah;

mengikuti persiapan dan perkembangan pelaksanaan
rencana pembangunan di Daerah untuk
benyempurnaan perencanaan lebih lanjut;

memonitor pelaksanaan pembangunan di Daerah;
me lakukan kegiatan-kegiatan lain dalam rangka

pPerencanaan sesuai dengan petunjuk Bupati/
Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II.



(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

BAB 11
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

Susunan Organisasi BAPPEDA Tingkat I terdiri
dari :

a. Ketua;

b. Wakil Ketua;
c. Sekretaris;

d. Bidang-bidang.

Susunan Organisasi BAPPEDA Tingkat II terdiri
dari :

a. Ketua;
b. Sekretaris;
c. Bidang-bidang.

BAPPEDA Tingkat I dan BAPPEDA Tingkat 11
masing-masing membawahkan sebanyak-banyaknya 5
(lima) Bidang, dan masing-masing bidang
membawahkan sebanyak-banyaknya 4 (empat) Seksi.

Pasal 8

Dalam mempersiapkan rencana dan Program
prembangunan di Daerah, BAPPEDA Tingkat I
diwajibkan senantiasa melaksanakan dan
memelihara hubungan kerja secara "konsultatif
dengan Instansi-instansi di Tingkat Pusat dan
hubungan kerja Bsecara koordinatif dengan
Instansi-instansi di Daerah.

Dalam mempersiapkan rencana dan Program
pembangunan di Daerah, BAPPEDA Tingkat I1
diwajibkan senantiasa memelihara hubungan kerja
secara konsultatif dengan Instansi-instansi di
Tingkat Pusat dan di Daerah Tingkat - I, serta
koordinatif dengan Instansi-instansi di Daerah
Tingkat IT1.

BAPPEDA bersama-sama dengan Instansi Vertikal
wajib memelihara dan mengembangkan rencana
pembangunan Daerah secara terpadu.



BAB TII1I
HUBUNGAN KERJA

Pasal 9

Untuk mencapai dayaguna dan hasilguna sebesar-
besarnya dalam Pényusunan rencana dan Program
rembangunan Daerah, BAPPEDA Tingkat I dan BAPPEDA
Tingkat 1II diwajibkan senantias~ melaksanakan dan
memelihara hubungan, konsultasi dan koordinasi baik
dengan Instansi-instansj Daerah maupun dengan
Instansi—instansi Vertikal.

Pasal 10

Hubungan kerjasama antara BAPPEDA Tingkat I dan
BAPPEDA Tingkat IT dan Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional (BAPPENAS) bersifat
konsultatifhfungaional_

BAB 1V

KEPEGAWAIAN

Pasal 11

Pengaturan tentang kepegawaian BAPPEDA Tingkat I
dan BAPPEDA Tingkat 11 ditetapkan oleh Mentri Dalam

Pasal 12

(1) Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Kepala
Bidang BAPPEDA Tingkat T diangkat dan
diberhentikan oleh Gubernur/Kepala Daerah
Tingkat I. :

(2) Retua, Sekretaris, dan Kepala Bidang BAPPEDA
Tingkat II diangkat dan diberhentikan oleh
Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II.

(3) Kepala Kesatuan kerja dan Pegawai lainnya dari
BAPPEDA Tingkat I dan BAPPEDA Tingkat IT1
diangkat dan diberhentikan oleh Ketua BAPPEDA
Tingkat I dan oleh Ketua BAPPEDA Tingkat ITI.



BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Segala pembiayaan yang diperlukan oleh BAPPEDA
Tingkat I dan BAPPEDA Tingkat II dibebankan atas
Anggaran Belanja Daerah.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 14

Kelengkapan Organisasi, perincian tugas, dan tata
kerja BAPPEDA Tingkat I dan BAPPEDA Tingkat II
ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri
setelah berkonsul tasi dengan Menteri Negara
Penertiban Aparatur Negara.

Pasal 15
Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka
ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan
Keputusan Presiden ini dinyatakan tidak berlaku
lagi.

Pasal 16

Keputusan Presiden ini mulai berlaku sejak tanggal
di tetapkan.

Ditetapkan
Pada tanggal

di Jakarta
29 Maret 1980.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SOEHARTO



B. KEPMENDAGRT NO_. 185 TAHUN 1980



DEPARTEMEN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 185 TAHUN 1980

TENTANG

PEDOMAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TINGEKAT I DAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TINGKAT II

MENTERI DALAM NEGERI,

: Bahwa sebagai pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor
27 Tahun 1980, dipandang perlu segera menetapkan
Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman
Organisasi dan Tatakerja Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Tingkat I dan Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Tingkat II.

imbang

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974;

2. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974;

3. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974, seperti
telah diubah dan ditambah terakhir dengan
Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1980;

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27
Tahun 1980;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun
1975, seperti telah diubah dan ditambah dengan
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 211, 212
dan 213 Tahun 1978;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun
1977. :

Persetujuan Menteri Negara Penertiban Aparatur
Negara dalam suratnya Nomor - B-790/1 /MENPAN
/8/80 tanggal 16 Agustus 1980.

s
o
d
| e
<3
5

MEMUTUSKAN

: KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN
ORGANISASI DAN TATAKERJA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH TINGKAT I DAN BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TINGKAT TT.



BAB I

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TINGKAT I

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 1

(1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I,
selanjutnya dalam Keputusan ini disebut BAPPEDA
Tingkat 1, adalah badan staf vang langsung
berada dibawah dan bertanggung Jawab kepada
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

(2) BAPPEDA Tingkat I dipimpin oleh seorang Ketua.

(3) Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua dibantu oleh
seorang Wakil Ketua vang bertanggung Jawab
kepada Ketua.

Pasal 2

BAPPEDA Tingkat T mempunyai tugas membantu
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dalam menentukan
kebijaksanaan dibidang perencanaan pembangunan di
Daerah Tingkat I serta rpenilaian atas
pelaksanaanya.

Pasal 3

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada
rPasal 2, BAPPEDA Tingkat I mempunyai fungsi -

a. menyusun Pola Dasgar Pembangunan Daerah vang
terdiri dari Pola Umum Pembangunan Daerah Jangka
Panjang dan Pola Umum PELITA Daerah Tingkat I;

b. menyusun REPELITA Daerah Tingkat I:

C. menyusun Program-—program tahunan sebagai
pelaksanaan rencana-rencana tersebut 'pada huruf
a dan b pasal ini yang dibiayai oleh Daerah
sendiri ataupun vang diusulkan kepada Pemerintah
Pusat untuk dimasukkan kedalam pProgram tahunan
nasional;

d. melakukan koordinasi perencanaan diantara Dinas-—
dinas, satuan Organisasi lain dalam lingkungan
Pemerintah Daerah, Instansi-instansi Verikal,
Daerah-daerah Tingkat II dan badan-badan lain
vang berada dalam wilayah Daerah Tingkat T yvang
bersangkutan;



menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tingkat I bersama-sama dengan Biro
Keuangan, dengan koordinasi Sekretaris
Wilayah/Daerah Tingkat I;

me laksanakan koordinasi dan atau mengadakan
penelitian untuk kepentingan Perencanaan
pembangunan di Daerah;

mengikuti persiapan dan rerkembangan pelaksanaan
rencana prembangunan di Daerah untuk
bpenyempurnaan perencanaan lebih lanjut;
memonitor pelaksanaan pembangunan di Daerah;
melakukan kegiatan lain dalam rangka perencanaan

sesuai dengan petunjuk Gubernur Kepala Daerah
Tingkat T.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

BAPPEDA Tingkat I terdiri dari :

Ketua;

Wakil Ketua;

Sekretaris;

Bidang Penelitian;

Bidang Ekonomi;

Bidang Sosial Budaya;

Bidang Fisik dan Prasarana;
Bidang Statistik dan Laporan.

Pasal 5

(1) Ketua BAPPEDA Tingkat I mempunyai tugas :

(2)

a. membantu Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
dibidang tugasnya;

b. memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan
BAPPEDA;

c. mengadakan hubungan dan kerjasama dengan
Instansi-instansi lainnya untuk memperlancar
pelaksanaan tugasnya.

Wakil Ketua BAPPEDA Tingkat I mempunyai tugas :

a. mewakili Ketua dan memimpin BAPPEDA
Tingkat I apabila Ketua berhalangan;

10



b. memimpin kegiatan intern BAPPEDA Tingkat
I sehari-hari;

c. melaksanakan tugas lain yang diberikan
oleh Ketua.

Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas memberikan
pelayanan teknis dan administratvf kepada seluruh
satuan organisasi dalam lingkungan BAPPEDA Tingkat
I.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada
pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi :

a. menyusun rencana kegiatan tahunan BAPPEDA
Tingkat I;

b. melakukan urusan dokumentasi dan informasi
pembangunan;

c. melakukan urusan keuangan;

d. melakukan urusan umum.

Pasal 8
Sekretariat terdiri dari :

a. Sub Bagian Penyusunan Rencana Kegiatan;
b. Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi'
c. Sub Bagian Keuangan;

d. Sub Bagian Umum.

Pasal 9

(1) Sub Bagian Penyusunan Rencana Eegiatan
mempunyai tugas mempersiapkan pPenyusunan
rencana kegiatan tahunan, mengikuti pelaksanaan
dan melakukan evaluasi aLnﬂ pelaksanaannya.

(2) Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi mempunyai
tugas melakukan dokumentasi dan memberikan
informasi mengenai rencana pembangunan Daerah
serta melakukan perpustakaan.

(3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan
urusan keuangan.

(4) Sub Bagian Umum mempunyai tugas me lakukan

urusan surat menyurat, kepegawaian, rumah
tangga, perlengkapan dan perjalanan dinas.

1l



Pasal 10

Bidang Penelitian mempunyai tugas melaksanakan
dan mengkoordinasikan kegiatan penelitian dibidang
ekonomi, sosial budaya serta fisik dan prasarana
dalam rangka pPerencanaan pembangunan Daerah.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada
prasal 10, Bidang Penelitian mempunyai fungsi -

a. menyiapkan bahan untuk bperumusan kebijaksanaan
kegiatan penelitian untuk pembangunan di Daerah.

b. melakukan dan atau mengkoordinasikan penelitian
dibidang ekonomi, sosial budaya, fisik dan
Prasarana serta mengadakan kerjasama pPenelitian
dengan lembagaﬂlembaga penelitian lainnya.

Pasal 12
Bidang Penelitian terdiri dari -

a. Seksi Ekonomi;
b. Seksi Sosial Budaya;
c. Seksi Fisik dan Prasarana.

Pasal 13

(1) Seksi Ekonomi mempunyai tugas mempersiapkan
bahan Perumusan kebijaksanaan - kegiatan
penelitian unruk perencanaan pembangunan di
Daerah, melakukan dan atau mengkoordinasikan
renelitian serta mengadakan kerja sama
penelitian dibidang ekonomi dengan lembaga-
lembaga lainnya.

(2) Seksi Sosial Budaya mempunyai tugas
mgmpersiapkan bahan perumusan kebijaksanaan
kegiatan prenelitian untuk perencanaan

pembangunan di Daerah, melakukan dan atau
mengkoordinasikan Penelitian serta mengadakan
kerjasama penelitian di bidang sosial budaya
dengan 1embagaulembaga lainnya.

(3) Seksi Fisik dan Prasarana mempunyai tugas
mempersiapkan bahan perumusan kebijaksanaan
kegiatan pPenelitian untuk Perencanaan
pPembangunan di Daerah, melakukan dan atau
mengkoordinasikan renelitian serta mengadakan
kerjasama penelitian di bidang fisik dan
prasarana dengan lembaga-lembaga lainnya.

12



Pasal 14

Bidang Ekonomi mempunyai tugas melakukan dan
mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan
pertanian, industri, pertambangan dan energi,
prerdagangan dan koperasi, serta pengembangan dunia
usaha.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada
pasal 14, Bidang Ekonomi mempunyai fungsi -

a. melakukan kegiatan pPerencanaan pembangunan
pertanian, industri, pertambangan dan energi,
perdagangan dan koperasi, serta rengembangan
dunia usaha;

b. mengkoordinasikan dan memadukan rencana
pembangunan pertanian,. industri, pertambangan
dan energi, perdagangan dan koperasi, serta
pengembangan dunia usaha yang disusun oleh
Dinas-dinas Daerah, satuan organisasi lain dalam
lingkungan Pemerintah Daerah, Instansi-instansi
Vertikal, Daerah Tingkat II dan badan-badan lain
vang berada dalam wilayah Daerah Tingkat I yang
bersangkutan;

¢. melakukan inventarisasi permasalahan dibidang
ekonomi serta merumuskan langkah-1langkah
kebijaksanaan premecahannya; :

d. melakukan dan atau mengkoordinasikan - penyusunan
program tahunan dibidang ekonomi vang meliputi
pertanian, industri, pertambangan dan energi,
perdagangan dan koperasi, serta pengembangan
dunia wusaha dalam rangka peleksanaan REPELITA
Daerah atau Proyek-proyek yang diusulkan kepada
Pemerintah Pusat untuk dimasukkan kedalam
pProgram tahunan nasional.

Pasal 16
Bidang Ekonomi terdiri dari -
a. Seksi Pertanian:
b. Sekai Industri, Pertambangan dan Energi;

c. Seksi Perdagangan dan Koperasi ;
d. Seksi Pengembangan Dunia Usaha.

13



bahan Penyusunan rencana dan Program
rembangunan pertanian tanaman pangan,
pPeternakan, perikanan, perkebunan, dan
kehutanan.

(2) Seksi Industri, Pertambangan dan Energi

rencana dan program pPembangunan industri serta
pertambangan dan energi .

(3) Seksi Perdagangan dan Koperasi mempunyai tugas
mempersiapkan bahan Penyusunan rencana dan
Program rembangunan rerdagangan dan
rerkoperasian.

(4) Seksi Pengembangan Dunia Usaha meémpunyai tugas

usaha, pembinaan' golongan ekonomi lemah dan
Penanaman modal. -

Pasal 18

Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas melakukan
dan mengkoordinasikan kegiatan pPerencanaan
pPembangunan dibidang pendidikan, mental gpiritual,
pemerintahan, kesejahtraan rakyat, Penerangan dan
komunikasi, serta kependudukan.

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada
pasal 18, Bidang Sosial Budaya mempunyai fungsi -

a. melakukan kegiatan perencanaan Pembangunan
pendidikan, mental spiritual, pemerintahan,
kesejahteraan rakyat, Penerangan dan
komunikasi, serta kependudukan; .

b. mengkoordinasikan dan memadukan rencana
pembangunan dibidang pendidikan, mental
spiritual, pemerintahan,'kesedahteraan rakyat,
pPenerangan dan komunikasi, serta kependudukan
Yang disusun oleh Dinas-Dinas Daerah, satuan
organisasi lain dalam lingkungan Pemerintahan
Daerah, Instansi - Instansi Vertikal, Daerah-
daerah Tingkat II, dan badan-badan lain vang
berada dalam wilayah Daerah Tingkat I yvang
bersangkutan.
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c. melakukan inventarisasi permasialahan dibidang
sosial budaya serts merumuskan langkah-1angkah
kebijaksanaan pemecahannya;

d. melakukan dan alau mengkoordinasikan  penyusunan
program tabunan dibidang sosial budaya yang
meliputl i prendidikan, menl ool spritual,
pemerint.ahan, kesejahteraan raokyat, penerangan
dan komunikasi, seri. kepoendudukan dalam rangka
peloksanann  REPELITA Dacrah il proyek proyok
vang diusulkan kepada pemerintiah pusat untuk
memasukkan kedalam program tahun.an Nasional .

Pasal 20
Bidang Sosial Budava terdiri dari :
a. Sekai Pendidikan, Mental SpriLual dan
Pemerintahan;
b. Seksi Kesec.jahtcoraan takyal. ;

c. Seksi Pencranpgan dan Komunikar:i;
d. Sckoi Kependudukan .

Pasal 21

(1) Seksi Pendidikan, Mental Spritual dan
Pemerintahan mempunyaio tupno memperaiapkan
bahan PEeNYuGunarn renecana dan _pProgram
pembangunan pendidikan, frenerani muda ,

kebudayaan, apama, hukum, dan pomerintahan.

(2) Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas
mempersiapkan  bahan  menyusunan  rencana dan

program pembangunan keschatan, sosgial,
perumahan  rakyat, pranan wanil ,» dan  keluarga
berencana .

(3) Seksi Pencrangan dan Komunikasni mempunya i tugas
mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan
Program pembangunan penerangian, pers dan
komunikasi sosial. ;

(4) Seksi Kependudukan mempunya i tugas
mempersiapkan bahan  penyusunan rencana dan
program pembangunan ketenagaan, transmigrasi,
dan kependudukan.

Pasal 20
Bidang TFisik dan Prasarana mempunyai tugas

me lakukan dan mengkoordinasikan kegiatan
Perencanaan pembangunan, pengairan, perhubungan dan
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Pariwisata, tata ruang dan tata guna tanah, serta
sumber alam dan lingkungan hidup.

Pasal 23

Untuk menye lenyiparakan Lugag tersebut Pada
pasal 22, Bidang Figik dan Prasarana mempunya i
fungsi:

a. melakukan kegiatan Perencanaan pembangunan,
Pengairan, perhubungan dan pPariwisata, tata
ruang dan lLata guna tanah, serta sumber alam dan
lingkungan hidup;

b. mengkoordinasikan dan memadukan rencana
pPembangunan Pengairan, perhubungan dan
Pariwisata, tata ruang dan tata Euna tanah,
serta sumber a]am dan l'ingkungan hidupyang
disusun oleh Dinas-dinasg daerah, satuan
organisasi Jain dalam lingkungan pemerintah
Daerah, lnsLanni-inntanai Vertikal, Daerah-
daerah Linpgkat, IT, dan Badan badan lain  yang

berada dalam lingkungan wilayah Daerah tingkat I
yang bersangkutan;

c. melakukan inventarisasi rPermasal ahan dibidang
fisik dan Prasarana serta merumuskan  langkah-
langkah kchijaknnnnan pemecahiannya ; 2

d. melakukan dan atau menkoordinasikan ‘Penyusunan
Program tahunan dibidang ficik dan: Prasarana
meliput i pengairan, pPerhubungan dan
Pariwisata, tatas ruang dan tata Euna tanah
serta sumber alam dan lingkungan hidup dalam
rangka pelaksanaan REPELITA Daerah atau proyek-
proyek vyang akan diusulkan kepada rPemerintah
bpusat untuk dimasukan kedalam Program tahunan
nasional.

Pasal 24

Bidang Figik dan Prasarana terdiri dari z
- Seksi Pengairan;

Seksi Perhubungan dan Pariwisata;

Seksi Tata Ruang dan Tata Guna Tanah;

- Seksi Sumber Alam dan Lingkungan Hidup.

"
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Pasal 25

(1) Seksi Pengairan mempunyai {ugas mempergiapkan
bahan penyusunan Cencar dan program
pembangunan pengairan

(2) Sekai Po rhubunyan dan  Pariwicata mempunya i
Lugan memporni apkan bahan penyusun rencana dan
pProgran pembanguiinn jrasarana Jalan,
perhubunpan Jdarat, laul., udarn, pon dan
Lelckomunikasi, sertn pariwiata.

(3) Seksi Tatn ruany;; dan Tata juna tanah  mempunyai
tugas mempersiospkan bahan ponyusun rencana dan
program poengalturan  lata riuong dan Lata guna
Lanah .

(1) Seksi asumber alam dan lingkungan hidup
mempunya i Ltugis: mempersiogk.an bahan  penyusun
rencana dan program pemamfanlan sumber alam dan
pemel iharaan Fingkungan hidop yanf serasi .

Pagsal 6

Bidang Staltislik don lapirian mempunyai  tugas
me laksanakian kegial..in pPengumpulan  data, analisa,
penilaian dan pelaporan hasil pelaksanaan
pembangunan di Dacr.l .

Paszal 97

Untuk menye lengzgarakan  Luras lLersebult. pada
pasal 26, Bidang Statistik dan haporan mempunya i
fungasi -

4. mengumpulkan dan menyusun deol, hasil pelaksanaan
Program/proyek poembangtunan o i Daer. h;

b. melakukan analisa  dan penilaian bahan dan
Iaporan Lermasuk  laporan boerbapai Instansi
mengenai pelaksanaan program/proyek pPembangunan
di Daernh;

C. menyusun  laporan  pelaksannan pembangunan di
Daerah, dan menyusun laporan  Gubernur Kepala
Daerah mengenai pelaksanan pembangunan di
Daerah;

d. mengolah bahan, opth menyusun glatislLik  dari
pelaksanaan pembangrunan Daeral



Pasal 28

Bidang Statistik dan Laporan terdiri dari -

a. Seksi Pengumpulan Data;

b. Seksi Analisa dan Penilaian;
c. Seksi Pelaporan;

d. Seksi peragaan.

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 29

Seksi Pengumpulan Data mempunya i tugas
mengumpulkan dan menyusun data mengenai
pelaksanaan propgram rembangunan di Daerah.

Seksi Analisa dan Penilaian mempunyai tugas
melakukan analisa dan penilaian atas bahan-
bahan dan laporan pelaksanaan pembangunan di
Daerah.

Sekai Pelaporan mempunya i tugas menyusun
laporan hasil pelakoanaan pembangunan di Dacrah
dalam rangka monitor dan mempersiapkan laporan
Gubernur Kepala Daerah mengenai prelaksanaan
pembangunan di Daerah.

Seksi Peragaan mempunyai tugas menyusun dan
memelihara statistik hasil prelaksanaan
Program/proyek pembangunan di  Daerah ocerta
mempersiapkan peragaannya.

MILIK Puseim]
BAPPEDA KALTI%!
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BAB 11
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TINGKAT 11
Bagian I'crtan:

Kedudukan, Tugan, Funpai » dan Klasifikasi

paf)'t'l ] 30

(1) Badan Perencannan Pembanpunan Daerah Tingkat
I1, selanjutnya  dalam Keputusan  ini disebut
BAPPEDA Tingkat. 1T, adalah badan ptaf yang

langsung  berada dibawah dan bertanggung

kepada Bupa[.L/Wa]ila)tanwu]ya Kepala Daerah

Tingkat 17

(2) BAPPEDA Tingkat, II dipimpin oleh seorang Ketua.

Pasal 31

BAPPIIDA Tingkat T1 mempunya i Ltugas membantu
Bupati/WaJiknLamadyn Kerala Daerah Tingkat IT dalam
menentukan kebijaksanann dibidang Perencanaan
pembangunan  di Dacrah Tingkat 17 serta penilaian

atas pclaksanaanya.

Pasal 32

Untuk menye lenggarakan Lugas tersebut pada

pasal 31, Bappeda Tingkal. II mempunyai fungsi

a. menyusun  Pola  agar Pembangunan Daerah
terdiri dari Pola Umum Pembangunan Daerah J
Panjang dan Pola Umum PELITA Daerah Tingkat

b. menyusun REPELTTA Dacrah Tingkat, 1]z

Q

pelaksanaan rencana-rencana Lersebut pada

menyusun Program-program tahunan sebagai

4 dan b pagal ini yang dibiayai oleh Daerah
sendiri ataupun vang diusulkan kepada Pemerintah

Daerah Tingkat. | untuk dimasukkan ke

Program Dacrah Tingkat. T dan atau vang diusulkan
kepada Pemerintah Pusat  untuk dimasukkan ke

dalam program tshunan nasional .

d. melakukan koordinagsi Perencanaan  di antara

Dinas- dinagp sal.uan organisasi lain

lingkungan Pemerintah Daerah ., Instansi-instansi
Vertikal, Kecamatan- kecamatan dan Badan-badan
lain yang berada dalam wilayah Daerah Tingkat IT

yang beranngkutnu;



€. menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tingkat TII bersama-sama dengan Bagian
Keuangan Daerah, dengan koordinasi Sekretaris
Wilayah/Daerah Tingkat 4 5=

f. melakukan koordinasi dan atau mengadakan
penelitian unluk kepentingan perencanaan
pembangunan di Dacrah;

E. mengikuti persiapan dan perkembangan pelaksanaan
rencana pembangrunan adi Daerah untuk
penyempurnanan percncanaan lebih lanjut;

h. memonitor pelaksanaaan pembangunan di Daerah;

i. melakukan kegiatan lain dalam rangka perencanaan
sesuai dengan petunjuk Bupati/Walikotamadya
Kepala Daerah Tingkal, TT.

Pasal 33
(1). BAPPEDA Tingkat II terdiri dari :

a. Bappeda Tingkat 1] type Aj;
b. Bappeda Tingkat I1I type B;
c. Bappeda Tingkat II type C:

(2). Type-type sebagai tersebut pada ayat (1) pasal
ini berdasarkan beban kerja Bappeda Tingkat II
yang bersangkutan. 2

Bapgian Kedua
Susunan Orpganisasi

Pasal 34
Bappeda Tingkat II type A terdiri dari -

a. Ketua;

b. Sekretariat;

c. Bidang Penelitian:

d. Bidang Ekonomi;

e. Bidang Sosial Budaya;

f. Bidang Fifik dan Prasarana;
8- Bidang Statistik dan laporan.

Pasal 35
Sekretariat mempunyai tugas memberikan

pelayanan tehnis dan administratif kepada seluruh

satuan organisasi dalam lingkungan Bappeda Tingkat
IT.
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Pasal 36

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada
pPasal 35, Sekretariat mempunyai fungsi -

a. menyusun rencana  kegiatan tahunan BAPPEDA
Tingkat i 1 -

b. melakukan urusan keuangan;

¢. melakukan urusan umum

Pasal 37
Sekretariat terdiri dari -

a. Urusan Penyusunan Rencana Kegiatan;
b. Urusan Keuangan ;
c. Urusan Umum.

Pasal 38

(1) Urusan Penyusunan Rencana Kepgialan mempunyai
tupgan memperaiagloan Penyusunan ronecann kegialan
Lahunan, mengikuti relaksanaan dan melakukan
cvaluasi alag po laksanaannya

(2) Urusan Keuangan mempunyai  tugas me lakukan
urusan keuangan .

(3) Urusan Umum mempunyai o bugas melnkukan‘mnlakukan
urusan  purat menyurat,  urusan kepeﬂawaian,
urusan rumah Lanpga, Jdan urusan rerlengkapan .

Pasal 2119

Bidang Penelilinn mempunyai bugas me laksanakan
dan mengkoordinasikan ke intan renelilian dibidang
ekonomi , sosial budiaya, seprta Fisik dan Prasarana
dalam rangka perencanaan rembangunan Daerah .

Pasal 10

UnLuk menyelenggarakan tugas terscbut pada
pasal 39, Bidang Pene litian mempunyai fungsi -

a. menyiapkan balinn Perumusan kebjjaksanaan
kegiatan pPenelition untuk pPembangunan di Daerah;

b. me lakukan dan abtau menskoordinasikan reneclitian
dibidang ckonomi , 8osial  budaya » fisik dan
Prasarana, serta mengadakan kerjasama renelitian
dengan lembapa— | cmbaga 1 ainnya .



Pasal 41
Bidang Penelitian terdiri dari -
a. Seksi Ekonomi ;

b. Seksi Sosial Budaya;
c. Seksi Fipik Prasnarana .

I’:‘]B-‘_l 1 42
(1) Seksi Ekonomi mempunyai tugas mempersiapkan
bahan perumusan kebijaksanaan kegiatan
penelitian untuk perencanaan pembangunan
Daerah, melakukan dan atau mengkoordinasikan
penelitian serta mengadakan kerjasama

penelitian dibidang ekonomj dengan lembaga-
lembaga lainnya.

(2) Seksi Sosial Budaya mempunya i tugas
mempersiapkan bahan perumusan kebijaksanaan
kegiatan penelitian untuk Perencanaan

pembangunan  di Dacrah, me lakukan dan atau
mengkoordinasikan penelitian serta mengadakan
kerjasama penelitian dibidang sosial budaya
dengan lcmbaga—lembaga lainnya.

(3) Seksi Fisik dan Prasarana mempunya i tugas
mempersiapkan bahan Perumusan kebijaksanaan
kegiatan penellitian unbLuk " PE€rencanaan
pembangunan dij Daerah, mn]akukaq dan atau
mengkoordinasikan prenelitian serta mengadakan
kerjasama penelitian dibidang ~ fisik dan
prasarana dengan lembaga—lembaga lainnya.

Pasal 43

Bidang Ekonomi mempunyai tugas melakukan dan
mengkoordinasikan kegiatan bperencanaan pembangunan
pertanian, industri, pertambangan dan energi,
perdagangan dan koperasi, serta pengembangan dunia
usaha.

Pasal 44

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada
pasal 43, Bidang Ekonomi mempunyai fungsi

a. melakukan kegiatan Perencanaan pembangunan
pertanian, indust.ri, pertambangan dan energi,
perdagangan dan koperasi serta pengembangan
dunia usaha.



b.

b.

&7

(1)

(2)

(3)

mengkoordinasikan dan memadukan rencana
pembangunan pertanian, industri, pPertambangan
dan energi, perdagangan  dan koperasi serta

pengembangan dunia usaha vang disusunaoleh
Dinas-dinas Daerah, eatuan organisasi lain dalam
lingkungan Pemerintah Daerah, Instansi-instansi
vertikal, KncamnI.:m—k«rn.'imal.;m dan  badan-badan
loin yang berada dalam wilayah Daerah Tingkat II
yang beruangkutan;

melakukan  inventarisasi permasalahan dj bidang
ekonomi serta merimuskan langkah-1langkah
kebijaksanaan pemecahannya;

melakukan dan atao mengkoordinasikan renyusunan
program tahunan dibidang ekonomi yang meliputi
pertanian, induslri, rertambangan dan enegi,
perdagangan  dan koperasi  serta pPengembangan
dunia usaha dalam rangka me laksanankan REPELITA
Dacrah atau proycl proyvek yYong diusulkan kepada
Pemerintah Daerah Tingkat I untuk dimasukkan ke
dalam program Dacorah Tingkat 1 dan atau vang
diusulkan kepadan Pemerintah Pusat untuk
dimasukkan ke dalam projgram Lahunan nasional .

Pagal 44,
Bidang Ekonomi Lterdiri dari -
Seksai Peanninn; .
Seksi Industri, Pvrtambnngan dan nergi ;

Seksi Perdagangan dan Koperasi ;
Sekai Pengembangan Duni: Usaha.

Pasal 46

Seksi Pertanian mempunyai tugas mempersiapkan

bahan penyusurninn reneanan dian Program
pembangunan pertanian, Lanaman . pangan,
peternakan, perikanan, prerkebunan dan

kehutanan.

Seksi Industri, Pertambangan dan Energi
mempunyai tugas mempersiapkan bahan Penyusunan
rencana dan progiram Pembangunan indusgtri serta
pertambangan dan cneryio

Sckai Perdagangan dan Koperasi memppai  tugas
mempersiapkan  bahan rPenyusunan rencana dan
Program pembangun:in rerdagangan dan koperasi .



(4) Seksi Pengembangan Dunia Usaha mempunyai tugas
mempersiapkan bahan P€nyusunan rencana dan
Program pembangunan untuk pengembangan dunia
usaha, pembinaan golongan ekonomi lemah dan
Penanaman modal.

Pasal 47

Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas melakukan
dan mengkoordinasikan kegiatan Perencanaan
rPembangunan di bidang pendidikan, mental spiritual,
pemerintahan, kesejahteraan rakyat, Penerangan dan

Pasal 48

Untuk menyelenggarakaﬁ tugas tersebut pada
Pasal 47, Bidang Sosial Budaya mempunyai fungsi -

a. melakukan kegiatan prerencanaan pembangunan
pendidikan, mental spiritual, pemerintahan,
kesejahteraan rakyat, Penerangan dan komunikasi
serta kependudukan;

b. mengkoordinasikan dan memadukan rencana
pembangunan di bidang pendidikan,’ mental
spiritual, pemerintahan, kesejahteraan rakyat,

Penerangan dan komunikasi serta kependudukan
yang disusun oleh Dinas-dinas Daerah, satuan
Organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah
Daerah, Inatansi—instanai Vertikal, Kecamatan-
kecamatan dan badan-badan lain yang berada dalam
wilayah Daerah Tingkat 11 yang bersangkutan.

¢. melakukan inventarisasi pPermasalahan di bidang
8osial budaya serta merusmuskan langkah-langkah
kebijaksanaan pemecahannya;

Program tahunan di bidang sosial budaya vang
meliputi pendidikan, pemerintahan, kesejahteraan
rakyat, Penerangan dan komunikasi serta
kependudukan dalam rangka pelaksanaan REPELITA
Daerah atauy proyek -proyek Yang diusulkan kepada
Pemerintah Daerah Tingkat T untuk dimasukkan ke
dalam Program Daerah Tingkat I dan atau yang
diusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk
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Pasal 49

Bidang Sosial Budays terdiri dari :

a. Seksi Pendidikan, Mental Spiritual dan
pemerintahan;

b. Seksi KesejahbLraan Rakyat ;

. Seksi Penerangan dan Komunikasi ;
Seksi Kependudukan.

a0

Pasal 50O

(1) Seksi  Pendidikan, Mental Spiritual dan
Pemerint.ahan mempunyai Lugas mempersiapkan
bahan penyusunan rencana dan Program
pembangunan pendidikan generasi muda,
kebudayaan, agama, hukum, dan pemerintahan.

(2) Seksi Kesejahtraan Rakyat mempunya i tugas
mempersiapkan  bahan PEnyusunan rencana dan
Program pembangunan keschatan, sosial,

perumahan rakyal., peranan wanita, dan keluarga
berencana .

(3) Seksi Penerangsan dan Komunikasi mempunyai tugas
mempersiapkan bahan PeEnyusunan rencana dan

Program pembangunan bPenerangan, pers, dan
komunikasi sosial,

(4) Seksi Kependudukan mempunyai tugas
mempersiapkan bahan Peényusunan Pencana dan

Program pembangrunan ketenagaan, transmigrasi,
dan kependudukan .

Pasal 51

Bidang TFisik dan Prasarana mempunyai tugas
melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan
pPercncanaan pembangiunan rengairan, pe rhubungan dan
pariwisata, Lata ruang dan tala suna tanah, serta
sumber alam dan Lingkungan hidup.

Pasal 52

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada

pasal 51, Bidang IFigik dan Prasarana mempunya i
fungsi -

a. melakukan kegintan pPerancanaan pembangunan
pengairan, perhubungan  dan pPariwisata, tata
ruang dan Lata puna tanah serta sumber alam dan
lingkungan hidup:



b.

(1)

(2)

(3)

mengkoordinasikan dan memadukan rencana
pembangunan pengairan, perhubungan dan
Pariwisata, tata ruang dan tata guna tanah serta
sumber alam dan lingkungan hidup yang disusun
oleh Dinas-dinas daerah, satuan Organisasi Jlain
dalam lingkungan Pemerintah Daerah, Instansi-
instansi Vertikal, Kecamal.an kecamatan dan
badan-badan lain yang berada dalam lingkungan
wilayah Daerah Tinpkat 11 vang bernangkutan;

me lakukan inventarisasi permasalahan dibidang
fisik dan prasarana serta merumuskan langkah-
langkah kebi jaksanaan pemeeahannya ;

me lakukan dan atau mengkoordinasikan Penyusunan
brogram tahunan dibidang fisik dan prasarana
yvang meliputi pengairan, perhubungan dan
Pariwisata, tata ruang dan tata puna tanah serta
sumber alam dan lingkungan hidup dalam rangka
pelaksanaan REPELITA Daerah atau proyek-proyek
yang diusulkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat
I untuk dimasukkan ko ‘dalam  program Daerah
Tingkat T dan atau vang diusulkan kepada
Pemerintah Pusat untuk dimasukkan ke dalam
pProgram tahunan nasional .

Pasal 53
Bidang Fisik dan Prasarana terdirj dari

Seksi. Pengairan; Y
Seksi Perhubungan dan Pariwisata; B
Seksi Tata Ruang dan Tata Guna Tanah;

Seksi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

P:‘isal b4

Seksi Pengairan mempunyai tugas mempersiapkan
bahan penyusunan rencana dan Program
rembangunan pengiiran.

Seksi Perhubungan dan Pariwisata mempunyai
tugas mempersiapkan bahan Penyusunan rencana
dan Program pembangunan Prasarana Jalan,
perhubungan darat,, laut, udara, Pos dan
telekomunikasi serta pariwisata.

Seksi Tata Ruang dan Tatla Guna Tanah mempunya i
tugas mempersiapkan bahan pPenyusunan rencana
dan program pengaliiran tata ruang dan tata guna
tanah.

26



(4) Seksi Sumber Alam dan Lingkungan Hidup
mempunyai tugas mempersiapkan bahan Penyusunan
rencana dan program pemanfaatan sumber alam dan
pemeliharaan lingkungan hidup yang Berasi .

Pasal "%

Bidang Statistbik dan Laporan mempunyai tugas
melaksanakan kegialan analisa, renilaian dan
laporan hasi] pelaksanaan rembangunan di daerah.

Pasal 56

Untuk menyelenpgarakan tugas tersebut pada
pasal 55, Bidang Statistik dan  Laporan mempunyai
fungsi -

a. mengumpulkan dan menyusun dala hagsil prelaksanaan
Program/proyek rembangunan ;

b. melakukan analica  dan penilaian  bahan dan
laporan termasuk Japoran berbagai instangi
mengenal pelaksannan Program/proyek pembangunan;

C. menyusun laporan pelaksanaan rembangunan di
dacrah dan menyusun  lapopran Bupal i,/b?ail_J.]{()i;éiﬂlél(i}f&l
Kepala Daerah Tinpgkat. IT mengenai  pelaksanaan
prembangunan ; 1

d. mengolah bahan serta menyusun statistik dan
pelaksanaan pembarngunan .

Pasal H7
Bidang Statistik dan Laporan terdiri dari -
a. Seksi Pengumpulan Data;
b. Seksi Analisa dan Penilsian:

c. Scksi Pelaporan;
d. Seksi Peragaan

Pasal 58
(1) Seksi Pengumpulan Data mempunya i tugas
mengumpul kan dan menyusun data mengena i

pelaksanaan Program pembangunan .

(2) Seksi Analisa dan Penilaian mempunyai  tugas
melakukan  analjs; dan penilaian atas bahan-
bahan dan laporan pelaksanaan pembangunan di
daerah.
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(3) Seksi Pelaporan mempunyai. tugas menyusun
laporan hasil relaksanaan pembangunan di daerah
dalam rangka monitor dan mempersiapkan laporan
Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat 1I1I
mengenai pelaksanaan pembangunan .

(4) Seksi Peragaan mempunyai tugas menyusun dan
memelihara statiobik hasil rclaksanaan program/
proyek pembangunan serta mempersiapkan
peragannnya.

Pasal 59

BAPPEDA Tingkat II type B terdiri dari-

a. Ketua;
b. Sekretariat;
c. Bidang Pendataan dan Laporan:
d. Bidang Ekonomi;
e. Bidang Sosial Budaya:
f. Bidang Fisik dan Prasarana.
Pasal 60
Sekretariat mempunyai tugas memberikan

pelayanan tehnis dan administratif kepada seluruh
satuan organisasi dalam lingkungan BAPPEDA Tingkat
IT. :

Pasal 61 s
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada
pasal 60, Sekretariat mempunyai fungsi:

a. menyusun rencana kegiatan tahunan BAPPEDA
Tingkat II;

b. melakukan urusan keuangan;

c. melakukan urusan umum.

Pasal 62
Sckretariat terdiri dari-
a. Urusan Penyusunan Rencana Kegiatan;
b. Urusan Keuangan;
c¢. Urusan Umum.

Pasal 63

(1) Urusan Penyusunan Rencana Kegiatan mempunya i
tugas mempersiapkan pPenyusunan rencana kegiatan
tahunan, mengikuti prelaksanaan dan melakukan
evaluasi atas pelaksanaannya .

Ll |
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(2) Urusan Keuangan mempunyai tugas me lakukan
urusan keuangan.

(3) Urusan Umum mempunyai tugas melakukan urusan
surat menyurat, urusan kepegawaian, urusan
rumah tangga, dan urusan perlengkapan.

Pasal 64

Bidang I’cndataan dan Laporan mempunyai tugas
menghimpun dala, melakukan analisa dan renilaian,
menyusun laporan pelaksanaan pembangunan di Daerah
Tingkat II, serta me lakukan ° penyusunan statistik
dan dokumentasi .

Pasal 65

Untuk menyelenpgparakan Ltupgas  tersebut pada
pasal 64, Bidang Pendataan dan Laporan mempunyai
fungsi :

a. mengumpulkan dan menyusun data hasil relaksanaan
Program/proyek Pembangunan;

b. melakukan analisa dan prenilaian mengenai
pelaksanaan pembangunan ;

C. mcnyusun laporan hagsil pelaksanaan peﬁbangunan
di  Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan
laporan Bupaltii/Walikota; 2

d. melakukan penyusunan statistik dan dokumentasi
mengenai hasil pelaksanaan pembangunan di
Daerah.

Pasal 66
Bidang Pendataan dan lLaporan terdiri dari -
a. Seksi Pengumpulan data:
b. Seksi Analisa dan Penilaian;
c. Seksi Pelaporan;
d. Seksi Statistik dan Dokumentasi ;
Pasal 67
(1) Seksi Pengumpulan Data mempunya i tugas

memgumpulkan dan mempersiapkan data mengenai
rpelaksanaan program pembangunan.
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(2) Seksi Analisa dan Penilaian mempunyai tugas
mempersiapkan bahan-bahan dan data laporan
pelaksanaan pembangunan dalam rangka analisa
dan penilaian.

(3) Seksi Pelaporan mempunyai tugas meyusun laporan
hasil pelaksanaan penbangunan dan mempersiapkan
laporan Bupati/Walikotamadya.

(4) Seksi Statistik dan Dokumentasim mempunyai
tugas menyusun statistik dan me lakukan
dokumentasi hasil-hasil pelaksanaan
pembangunan .

Pasal 68

Bidang FEkonomi mempunyai tugas melakukan dan
mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pemhangunan
pertanian, industri, pertambangan dan energi,
perdagangaan dan koperasi, serta rengembangan
dunia usaha.

Pasal 69

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada
pasal 68, Bidang Ekonomi mempunyai fungsi :

a. melakuukan kegiatan perencanaan pembangunan
pertanian, industri pertambangan dan energi,
perdagangaan dan koperasi, serta pengembangaan
dunia usaha. :

b. mengkoordinasikan dan memadukan rencana
pembangunan pertanian ,industri pertambangaan
dan energi perdapgaan dan koperasi , serta

Pengembangan dunia usia yang disusun oleh dinas-
dinas daerah, satuan organisasi dalam lingkungan
pemerintahan Daerah, Instansi-instansi Vertikal
kecamatan-kecamatan dan badan-badan 1lain vang
berada di dalam wilayah Daerah Tingkat II vang
bersangkutan; -

c. melakukan inventarisasi permasalahan di bidang
ekonomi serta merumuskan langkah-1langkah
kebijaksanaan pemecahannya ;

d. melakukan dan atau mengkoordinasikan penyusunan
program tahunan di bidang ekonomi vang meliputi
pertanian, industri, pertambangan dan energi
prerdagangaan dan koperasi, serta pengembangaan
dunia usaha dalam rangka melaksanakan REPELITA
Daerah atau proyek-proyek yang di usulkan dalam
program daerah Tingkat I untuk dimasukkan ke-—
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dalam program Daerah Tingkat I dan atau yang
diusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk
dimasukkan ke dalam pProgram tahunan nasional.

Pasal 70
Bidang Ekonomi terdiri dari-
- Seksi Pertanian; -
Seksi Industri, Pertambangan dan Industri;

- Seksi perdagangan dan Koperasi;
- Seksi Pengembangaan Dunia Usaha.

a0 ow

Pasal 71

(1) Seksi Pertanian mempunyai tugas mempersiapkan
bahan penyusunan rencana dan Program
pembangunan pertanian tanaman pangan, perikanan,
perkebunan, dan kehutanan .

(2) Seksi Industri Pertambangan dan Energi mem-
punyai tugas mempersiapkan bahan pPenyusun
rencana dan program rembangunan energi serta
pertambangan energi.

(3) Seksi Perdagangan dan koperasi mempunyai tupgas
mempersiapkan bahan penyusun rencana dan
Program pembangunan, perdaganpgan dan koperasi .

(4) Seksi Pengembangan duunia usaha mempunyai tugas
mempersiapkan bahan penyusun rencana dan
pProgram pembangunan untuk mengebangkan
usaha, pembinaan pPenanaman modal .

Pasal 72

Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas melakukan
dan mengkoordinasikan kegiatan pPerencanaan
pembangunan dibidang pendidikan, mental spiritual,
pemerintah kerjasama rakyat, penerangaan dan
komunikasi serta kependudukan .

Pasal 73

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada
pasal 72, Bidang Sosial Budaya mempunyai fungsi:

a. melakukan kegiatan Perencanaan pembangunan
prendidikan, mental spiritual, pemerintahan,
kesejahteraan rakyat, penerangan dan komunikasi ,
serta kependudukan:;



b.

[+

ao o

mengkoordinasikan dan memadukan rencana
Pembangunan dibidang pendidikan, mental
spiritual, pemerintahan kesejahtraan rakyat,
bpénerangan dan komunikasi, serta kependudukan
yang disusun oleh Dinas-dinas Daerah, satuan
organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah
Daerah, Instansi-instangi Vertikal, Keacamatan-
kecamatan dan badan-badan lain yang berada dalam
wilayah Daerah Tingkat IT yang bersangkutan;

melakukan inventarigsasi perhasalahan dibidang
sosial budaya serta merumuskan langkah-1langkah
kebijaksanaan permaaa]ahapnya;

melakukan dan atau mengkoordinasikan Penyusunan
Program tahunan dibidang sosial budaya yang
meliputi pendidikan, mental spiritual,
pemerintahan, kesejahtraan rakyat, penerangan
dan komunikasi, serta kependudukan dalam rangka
pelaksanaan REPELITA Daerah atau proyek-proyek
yang diusulkan kepada pemerintah Daerah Tingkat
I untuk dimasukkan kedalam program Daerah
Tingkat I dan atau yang diusulkan kepada
Pemerintah Pusat. untuk dimasukkan kedalam
program tahunan nasional.

Pa:-:a ] 74
Bidang Sosial Budaya terdiri dari

Seksi Pendidikan, Mental Spiritual dan
Pemerintahan; s

Seksi Kesejahtraan Rakyat; 2
Seksi Penerangan dan Komunikasi;

Seksi Kependudukan.

Pasal 75

(1) Seksi Pendidikan, Mental Spiritual dan

(2)

(3)

Pemerintahan mempunyai tugas mempersiapkan
bahan PeEnyusunan rencana dan Program
pembangunan rendidikan generasi . muda,,
kebudayaan, agama, hukum dan pemerintahan.

Seksi Kesejahtraan Rakyat mempunyai tugas
mempersiapkan bahan Penyusunan raencana dan
Program rembangunan kesejahtraan, sosial,
perumahan rakyat, pPeranan wanita, dan keluarga
berencana .

Seksi Penerangan dan Komunikasi mempunyai tugas
mempersiapkan bahan pPenyusunan rencana dan
Program pembangunan penerangan, pers, dan
komunikasi sosial.



(4) Seksi Kependudukan mempunyai tugas
mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan
Program pembangunan ketenagakerjaan,
transmigrasi, dan kependudukan.

Pasal 76

Bidang fisik dan prasarana mempunyai tugas
melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan
perencanaan pembangunan pengairan, perhubungan, dan
pariwisata, tata ruang dan tata guna tanah, serta
sumber alam dan lingkungan hidup.

Pasal 77

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada
pasal 76, Bidang fisik dan Prasarana mempunyai
fungsi -

a. melakukan kegiatan perencanaan rembangunan
pengairan, perhubungan dan pariwisata, tata
ruang dan Lata guna tanah, serta sumber alam dan
lingkungan hidup.

b. mengkoordinasikan dan memadukan rencana
pembangunan prengairan, perhubungan dan
pariwisata, tata ruang dan tata guna tanah,
serta sumber alam dan lingkungan Hidup vang

disusun oleh dinas—-dinas daerah,’ satuan
organisasi lain dalam lingkungan pemerintahan
daerah, instansi-instansi vertikal, "kecamatan-—

kecamatan dan badan-badan lain vang berada dalam
lingkungan wilayah daerah tingkat 1II vang
bersangkutan;

c. melakukan inventarisasi permasalahan dibidang
fisik dan prasarana serta merumuskan langkah-
langkah kebijaksanaan pemecahannya;

d. melakukan atau mengkoordinasikan penyusunan
program tahunan dibidang fisik dan - prasarana
vang meliputi pengairan, rerhubungan dan
pariwisata, tata ruang dan tata guna tanah,
serta sumber alam dan lingkungan hidup dalam
rangka pelaksanaan REPELITA daerah dan proyek-—
proyek yang diusulkan kepada pemerintah daerah
tingkat T untuk dimasukan kedalam program daerah
tingkat T dan atau diusulkan kepada pemerintah
pusat untuk dimasukan kedalam program tahunan
nasional.
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Pasal 78
Bidang Fisik dan Prasarana terdiri dari :

a. Seksi Pengairan;

b. Seksi Perhubungan dan pariwisata;

c. seksi tata ruang dan tata guna tanah;
d. seksi sumber alam dan lingkungan hidup.

Pasal 79

(1). Seksi pengairan mempunyai tugas mempersiapkan
bahan menyusun rencana dan program pembangunan
pengairan.

(2). Seksi Perhubungan dan pariwisata mempunyai
tugas mempersiapkan bahan penyusun rencana dan
pProgram pembangunan prasarana jalan,
perhubungan darat, laul., udara, pos dan
telekomunikasi, serta pariwisata.

(3). Seksi tala ruang dan tata pguna tanah mempunyai
tugas mempersiapkan bahan penyusun rencana dan
program pengaburan tata ruang dan tata guna
tanah.

(4). Seksi sumber alam dan lingkungan hidup
mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusun
rencana dan program pemanfaatan sumber alam
dan pemaliharaan lingkungan hidup yang serasi.

Pasal 80 :
BAPPEDA Tingkat I1 Type C terdiri dari :
a. Ketua;
b. Sekretariat;
c. Bidang Pendataan dan laporan;
d. Bidang ekonomi dan sosial budaya;
e. Bidang fisik dan prasarana.
Pasal 81
Sekretariat mempunyai tugas memberikan
pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh
satuan organisasi dan lingkungan BAPPEDA Tingkat
IT.
Pasal 82

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada
pasal 81, Sekretariat mempunyai fungsi :
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a. menyusun rencana kegiatan tahunan BAPPEDA
Tingkat 171;

b. melakukan urusan keuangan;

c. melakukan urusan umum.

Pasal B3
Sekretariat terdiri dari

a. Urusan Penyusunan Rencana Kegiatan;
b. Urusan Keuangan;
c¢. Urusan Umum. 3

Pasal 84

(1) Urusan Penyusunan Rencana Kegiatan mempunya i
tugas mempersiapkan Penyusunan rencana kegiatan
tahunan, mengikuti pelaksanaan kegiatan, dan
me lakukan ecvaluasi atas pelaksanaannya .

(2) Urusan Keuangan mempunyai tugas me ]l akukan
urusan keuangan. ’

(3) Urusan Umum mempunyai tugas melakukan urusan
surat menyurat, urusan kepegawaian, urusan
rumah tangga, dan urusan rerlengkapan.

Pasal 85

Bidang DPendataan dan Laporan mempurtyai tugas
menghimpun data, melakukan analisa dan .penilaian,
menyusun laporan, serta melakukan ‘penyusunan
statistik dan dokumentasi mengenai pelaksanaan
pembangunan di Daerah Tingkat II.

T’-‘isal 86

Untuk menyelengparakan tugas tersebut pada
pasal 85, Bidang Pendataan dan Laporan mempunyai
fungsi -

a. mengumpulkan dan menganalisa data serta membina
statistik;

b. melakukan renilaian dan bimbingan atas
pelaksanaan pembangunan di Daerah;

c. melakukan kegiatan dokumentasi dan memberikan
informasi tentang rencana dan program serta
hasil pelaksanaan pembangunan di Daerah;

d. menyusun laporan hasil relaksanaan pembangunan
di Daerah.



Pasal 87
Bidang Pendataan dan Laporan terdiri dari :

a. Seksi Pengumpulan Data;

b. Seksi Analisa dan Penilaian;

c. Seksi Pelaporan;

d. Seksi Statistik dan Dokumentasi.

Pasal 88

(1) Seksi Pengumpulan Data . mempunyai tugas
mengumpulkan dan mempersiapkan data mengenai
pelaksanaan program pembangunan.

(2) Seksi Analisa dan Penilaian mempunyai tugas
mempersiapkan bahan-bahan dan data laporan
pelaksanaan pembangunan dalam rangka analisa
dan penilaian.

(3) Seksi Pelaporan mempunyai tugas menyusun
laporan hasil pelaksanaan pembangunan dan
mempersiapkan laporan Bupati/Walikotamadya.

(4) Seksi Statistik dan Dokumentasi mempunyai tugas
menyusun statistik dan melakukan dokumentasi
hasil-hasil pelaksanaan pembangunan.

Pasal 89

Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya mempunyai
tugas melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan
perencanaan pembangunan kesejahteraan rakyat,
pertanian, koperasi dan pemasaran produksi, serta
industri dan jasa.

Pasal 90

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada
pasal 89, Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya
mempunyai fungsi -

a. melakukan kegiatan perencanaan pembangunan
kesejahteraan rakyat, pertanian, koperasi dan
pemasaran produksi, serta industri dan jasa:

b. mengkoordinasikan dan mengintegrasikan rencana
pembangunan kesejahteraan rakyat, pertanian,
koperasi dan pemasaran produksi, serta industri
dan Jjasa yang disusun oleh Dinas-dinas Daerah,
satuan organisasi lain dalam lingkungan
Pemerintah Daerah, Instansi-instansi Vertikal,
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Kecamatan-kecamatan dan Badan-badan 1lain yang
berada dalam Wilayah Daerah Tingkat II vang
beraangkutan; :

c. melakukan inventarisasi permasalahan di bidang
ekonomi dan sosial budaya serta merumuskan
langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya;

d. melakukan dan atau mengkoordinasikan Penyusunan
Program tahunan di bidang ekonomi dan sosila
budaya yang meliputi kesejahteraan rakyat,
pertanian, koperasi dan pPemasaran produksi serta
industri dan Jjasa dalam rangka relaksanaan
REPELITA Daerah atau  Proyek-proyek vang
diusulkan kepada Pemertintah Daerah Tipgkat I
untuk dimasukkan ke dalam program Daerah Tingkat
I dan atau vang diusulkan kepada Pemerintah
Pusat untuk dimasukkan ke dalam program tahunan
nasional .

Pasal 91
Bidang FEkonomi dan Sosial Budaya terdiri
dari :

a. Seksi Kesejahteraan Rakyat;

b. Seksi Pertanian;

c. Seksi Industri dan Pamsaran Produski;

d. Seksi Industri dan Jasa.

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 92 2
Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas
mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan
Program relayanan sogsial dan kesehatan
masyarakat _

Seksi Pertanian mempunyai tugas mempersiapkan
bahan penyusunan rencana dan program pertanian
tanaman pangan, peternakan, rerikanan,
perkebunan dan kchutanan.

Sckai Koperasi dan Pemasaran Produksi mempunya i
tugas mempersiapkan bahan Pényusunan rencana
dan program usaha perkoperasian dan pemasaran
produksi .

Sekoi Industri dan Jasa mempunyai tugas
mempersiapkan bahan pPenyusunan rencana dan
Program perindustrian, Jasa, angkutan,

perbankan dan kegiatan-kegiatan lainnya vang
sejenis.
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Pasal 93

Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai tugas
melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan
perencanaan pembangunan pengairan, perhubungan dan
telekomunikasi, tata ruang dan tata guna tanah
serta sumber alam dan lingkungan hidup.

Pasal 94

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada
pasal 93, Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai
tugas: N
a. melakukan kegiatan perencanaan pembangunan

pengairan, perhubungan dan telekomunikasi,
tata ruang dan tata guna tanah dan tata guna
tanah, serta sumber alam dan lingkungan hidup.

b. menkoordinasikan dan mengintegrasikan rencana
pembangunan pengairan, perhubungan dan
telekomunikasi, tata ruang dan tata guna
tanah,serta sumber alam dan lingkungan hidup
yvang disusun oleh dinas-dinas, satuan
organisasi lain di lingkungan pemerintah
daerah, Instansi- Instansi Vertikal Kecamatan-
kecamatan dan Badan-Badan lain vang berada
dalam wilayah Daerah Tingkat I1 yang
bersangkutan.

c. melakukan inventarisasi permasalahanj dibidang
finik serta merumuskan langkah-langkah
kebijaksanaan pemecahannya; ;

d. melakukan dan mengkoordinasikan penyusunan
program tahinan di bidang fisik dan prasarana
vang meliputi pengairan, perhubungan dan
telekomunikasi, tata ruang dan tata guna tanah
serta sumber alam dan lingkungan hidup dalam
rangka pelaksanaan REPELITA Daerah, ataupun
proyek-proyek yang diusulkan, kepada kepala
Daerah Tingkat I untuk dimasukkan kedalam
Program daerah Tingkat 1 dan atau vang
diusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk
dimasukkan dalam Program tahunan nasional.

Pasal 95
Bidang Fisik dan Prasarana terdiri dari -
. Seksi Pengairan;
Seksi Perhubungan dan Telekomunikasi;

Seksi Tata Ruang dan Tata Guna Tanah;
d Sekoi Sumber Alam dan Lingkungan H1dup-

OlU‘ﬂ!
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(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 96

Seksi Pengairan mempunyai tugas mempersiapkan
bahan penyusunan rencana dan Program
pembangunan fisik/prasarana dibidang pengairan.

Seksi Perhubungan dan Telekomunikasi mempunyai
tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana
dan program pembangunan fisik/prasarana
perhubungan yang meliputi jalan, Jjembatan dan
prasarana pergubungan - lainnya serta
prengembangan pos dan telekomunikasi.

Seksi Tata Ruang dan Tata Guna Tanah mempunya i
tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana
dan program pengaturan tata ruang dan tata guna
tanah.

Seksi Sumber Alam dan Lingkungan Hidup
mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan
rencana dan propgram pemanfaatan sumber alam dan
pemeliharaan |ingkungan hidup yang serasi.

»

)
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BAB 111

TATA  KERJA

Pamal 97

Untuk Melaksannkan lLugasnya Ketua, Wakil

Ketua, Sckretarig, Para Keopala Bidang, Para Kepala

Sub

Bagian, Para Kepala Scksi, .dan Para Kepala

Urusan pada BAPPEDA Tinpkat 1 dan Para Kepala
Urusan Bappeda Tingkat. II wajib menerapkan  prinsip
koordinasi, intergrasi dan sinkronisasi .

(1)

(2)

(3)

(1)

Pasal 98

Setiap pimpinan satnan organisasi dalam
lingkungan BAPPEDA  Tingkal, 1 dan BAPPEDA
Tingkat 11 bertanggung  jawab memimpin dan
mengkoordinasikan bawihannya masing-masing dan
memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk
bagi pelaksanaan 'ugas bawahannya

Setiap pimpinan s bLuan organisasi wajib
memaluhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada
abtasan masing-masing dan menyampaikan  laporan
berkala pada wakbLunya.

Seliap  laporan vang diterima  oleh pimpinan
satuvan  orpganisasi dari bawahan, wajib diolah
dan dipergunakan sebapgai bahan penyusunan lebih

Tanjut, dan untuk memboer ikan petunjuk-pe tunjuk
kepada bawahan .

Pasal a9

Dalam mempers iapkan rencana dan Program
pembangunan di Dacrah, BAPPEDA Tingkat T wajib
senantiaoa melaksanakan dan memelihara hubunpgan
kerja secara  konsul Labip dengan instansi
inatansi di Tingkat Pusat dan hubungan kerja
Secara koordinatij densian instansi- instansi dj
Dacrah.

Dalam mempersiaplkan rrencana dan pProgram
pembangunan di Dacrah » BAPPEDA Tingkat I1 wa,jib
scnantiasa memaelihara hubungan kerja

koordinatip dengan instansi instangi di Daerah
Tingkat 1T, hubungan kerja konsul tatip dengan
instansi- instansi di Daerah Tingkat I dan di
Tingkat Pusat secara hirarchis.

40



(3) BAPPEDA bersama sama dengan Instansi Vertikal
di Daerah wajib memelihara dan mengembangkan
rencana poembanginan di Daerah secara terpadu.

Pasal 100

Dalam melaksanakan kegiatan perencanaan di
Daerah BAPPEDA Tingkat I dan BAPPEDA Tingkat TII
wajib mengusahakan keterpaduan  antara rencana
Nasional dan Daerah, serta rencana antar daerah .

Pasal 101

(1) Hubungan kerjasama BAPPEDA Tingkat 1 dengan
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
(BAPPENAS) bersifat konsultatip fungsipnal.

(2) Hubungan kerjasama BAPPEDA Tingkat II dengan
BAPPENAS bersifat konsul tatip fungsional
melalui BAPPEDA Tingkat 1.

(3) Hubungan kerjasama BAPPEDA Tingkat 1 dengan
BAPPEDA Tingkat, 11 bersifat, kopsultatip
fungsional .

Pasal 102

(1) Dalam rangka poenyusunan Rancanpgan  © Anggaran
Pendapatan dan Belanja Dacrah, BAPPEDA menyusun
dan mengkoordinasikan rencana anggaran program
pembangunan dacrah yang bersangkutan, serta
mempersiapkan rencana plafond anggaran masing-
masing program.

(2) Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah tahun yang bersangkutan secara
keseluruhan dikoordinasikan oleh Sekretaris
Wilayah/Daerah.

BAB TV
KEPEGAWATAN
Pasal 103
(1) Ketua BAPPEDA Tingkat T diangkat dan
diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah

Tingkal T setelah berkonsultasi dengan  Menteri
Dalam Negeri.



(2) Wakil Kelua, Schkretaris, para Kepala Bidang dan
pejabat pejabal./pegawni lainnya pada BAPPEDA
Tingkalt. 1 diangzkal. dan  diberhentikan oleh
Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 atas usul
Ketua BAPPEDA Tingkatl, 1.

Pasal 104

(1) Ketua BAPPEDA Tingkat 1] diangkat dan
diberhentikan olch Bupati/Walikotamadya Kepala
Daerah Tingkat 11 setelah berkonsultasi dengan
Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1T.

(2) Sekretaris dan para Kepala Bidang pada BAPPEDA
Tingkat IT diangkat. dan diberhentikan oleh
Bupati/Walikotamdya Kepala Daerah Tingkat II.

(3) Pengangkatan pojabal. pejabat/pegawai lainnya
dilingkungan BAPPEDA Tingkatl, IT diangkat dan
diberhentikan olech Kelua BAPPEDA Tingkat T11.

-

Pasal 108

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan
kepangkatan diatur kemudian sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang horlaku.

BAB V

LAIN LAIN

Pasal 106

(1) Pola susunan organicsasi BAPPEDA Tingkat I
tersebut pada jpasal 4 Keputusan ini berlaku
bagi BAPPEDA Tin;ckat. I seluruh Indonesia.

(2) Bagi Daerah Tingkat. 11 yang karena kebutuhan
beban kerja dapat menyesuaikan dan menetapkan
salah salu dianl.ra susunan organisasi  BAPPEDA
Tingkal. 11 menurut pola organisasi type A, B
dan C sebapai tersebul. pada pasal 34, pasal 59
dan pasal 80 Keputusan ini.

(3) Pedoman penentusan Jlokasi BAPPEDA Tingkat 11
type A, B dan C ditentukan oleh Menteri Dalam
Negeri setelah mendapat persetujuan tertulis
dari Menteri yong boertanggung Jjawab dalam
bidang penertiban dan penyempurnaan aparatur
Negara.



(4) Struktur Organisasi BAPPEDA Tingkat I dan
BAPPEDA Tingkat I1 sebagaimana terlampir dalam
lampiran T, 1II, III dan IV merupakan bagian
vang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 107

(1) Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja BAPPEDA
Tingkat I ditctapkan dengan, Peraturan Daerah
yang berlaku setelah mendapat pengesahan
Menteri Dalam Negeri.

(Z2) Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja BAPPEDA
Tingkat II dilcLapkan dengan Peraturan Daerah
vang berlaku setelah mendapat pengesahan
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

(3) Pelaksanaan ketentuan pada ayat (2) pasal ini,
berlaku setelah mendapat persetujuan Menteri
Dalam Negeri scouai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Pasal 108

(1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan
tugas BAPPEDA Tingkat I dan BAPPEDA Tingkat 1II
dibebankan pada Anggaran Daerah Tingkat I dan
Dacrah Tingkat. 11 yang bersangkutan.

(2) Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut pada
ayat (1) pasal ini, kepada BAPPEDA Tingkat 1
dan BAPPEDA Tingkat II dapat diberikan bantuan
sesuai peraturan perundang-undangan vang
berlaku.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 109

Dengan berlakunya KEeputusan ini, maka
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 142 Tahun 1974
tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah dan ketentuan-
ketentuan 1lain yang bertentangan dengan Keputusan
ini dinyatakan tidak berlaku lagi.



Pasal 110

Keputusan ini borlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : JAKARTA
Padn Langgtial : 28 Agustus 1980.

MENTERI DAI.AM NEGERIT,

AMIRMACHMUD.
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STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA

ILamplran Surat Keputusan Menterl Dalam Negerl
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STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA Lampiran I1I
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STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA Lampiran III
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C. PERDA KALTIM NO_.O3 TAHUN 1981



LEMBARAN DAERAH PROPINST DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TIMUR

SERI:D.NO:43

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGEAT I

KALIMANTAN TIMUR :

NOMOR : 3 TAHUN 1981

TENTANG

PEMBENTURAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROPINSI DAERAH

Menimbang

TINGKAT I EKALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TIMUR

a.

bahwa dalam rangka usaha peningkatan keserasian
Pembangunan di Daerah dan untuk menjamin laju
perkembangan  serta kesinambungan  pembangunan
tersebut, diperlukan perencanaan vang -~ lebih
memye luruh, terarah dan terpadu;

bahwa untuk menjamin usaha tersebut diatas oleh
Presiden telah ditetapkan Keputusan No. 27 Tahun
1980 dan lebih lanjut diatur oleh Menteri Dalam
Negeri dengan Keputusan No. 185 Tahun 1980, yang
mengatur pembentukan, pedoman organisasi dan
tatakerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Tingkat I Kalimantan Timur yang dibentuk dengan
surat Keputusan Gubernur Eepala Daerah Tingkat I
Kalimantan Timur No. 161 Tahun 1974 berdasarkan
Reputusan Presiden No. 15 Tahun 1974 jo. Surat

Keputusan Menteri dalam Negeri No. 142 Tahun
1974, sudahn sesuai lagi dengan ketentuuan
sebagai tersebut pada huruf b diatas, maka

dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah
Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan
tatakerja Badan Perencanaan Pembangunan Dearah
Tingkat I Kalimantan Timur.
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Mengingat :

Menetapkan :

X

Undang-Undang No. 25 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi
Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan
Kalimantan Timur (Lembaran Negara No. 65 Tahun
1956; Tambah lembaran Negara No. 11086);

Undang-undang No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara No. 38
Tahun 1974; Tambah Lembaran Negara No. 3037);

Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 27
Tahun 1980 Tentang pembentukan Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah. ¢

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1974
tentang Bentuk Peraturan Daerah Jo.Surat Edaran
Menteri Dalam Negeri Tanggal 2 Mei 1975 No.Pem
7/5/38 tentang Penjelasan dan Penegasan atas
Penafsiran terhadap Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang No. 5 Tahun 1974 ;

Surat Menteri Dalam Negeri No. 362 Tahun 1977
tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah dan
Wilayah;

Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 185
Tahun 1980 Tentang Pedoman Organisasi dan
Tatakerja Badan Perencana Pembangunan Daerah
Tingkat I dan Badan Perencana Pembangunagn Daerah
Tingkat T7. ¢

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Propinsi Dacrah Tingkat I Kalimantan Timur.
MEMUTUSEKAN -
PERATURAN  DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
EALIMANTAN TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATAKERJA  BADAN  PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH TTINGKAT T KAT.TMANTAN TIMUR.
BAB T
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini vang dimaksud dengan -:

a.

b.

Daerah Tingkat I ialah Propinsim Daerah Tingkat I
Kalimantan Timur;

Gubernur Kepala Daerah ialah Gubernur Tingkat I
Daerah Kalimantan Timur;
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c. Bappeda Tingkat I ialah Badan Perencana
Pembangunan Daerah Tingkat I Kalimantan Timur;

d. Bappeda Tingkat TIT ialah Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Tingkat II se Kalimantan
Timur;

e. Sekretaris Wilayah/Daerah ialah Sekretaris
Wilayah/Daerah Tingkat I Kalimantan Timur;

f. Dinas Daecrah ialah Dinas Propinsi Daerah Tingkat
I Kalimantan Timur;

g. Instansi Vertikal ialah Instansi Vertikal di
Propinsi Daerah Tingkat T Kalimantan Timur;

h. Daerah Tingkat Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat
1T se Kalimantan Timur;

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

(1). Bappeda Tingkat 1 adalah Badan Stap vang
langsung berada dibawah dan bertanggungjawab
kepada Gubernur kepala Daerah;

(2). Bappeda Tingkat 1 dipimpin oleh seorang Ketua;

(3). Dalam melaksanakan tugasnya, Ketu. dibantu oleh
seorang Wakil Ketua yang bertanggung jawab
kepada Ketua.

Pasal 3

=

Bappeda tingkat T mempunyai tugas membantu
Gubernur Kepala daerah dalam menentukan
kebijaksanaan dibidang perencanaan pembangunan di
daerah Tingkat I serta penilaian atas
pelaksanaannya.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada
pasal 3, Bappeda Tingkat T mempunyai fungsi -

a. menyusun Pola Dasar Pembangunan Daerah yvang
terdiri dari Pol» “~mum Pembangunan Daerah
Jangka Panjang dan Umum PELITA Daerah
Tingkat I;

b. memyusun REPELITA Daerah ingkat I1;
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menyusun program—-program tahunan sebagai
pelaksanaan rencana-rencana tersebut pada huruf a
dan b pasal ini yang dibiayai oleh Daerah
sendiri ataupun yang diusulkan kepada Pemerintah
Pusat untuk dimasaukkan kedalam Program tahunan
Nasional ;

melakukan koordinasi perencanaan diantara dinas-
dinas, satuan organisasi lain . dalam lingkungan
Pemerintah Daerah, Instansi-Instansi Vertikal,
Daerah-Daerah Tingkat 11 dan Badan-Badan lain
yang berada dalam Wilayah Daerah Tingkat I;

menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tingkat I bersama dengan Biro Keuangan,
dengan kordinasi Sekretaris Wilayah/Daerah
Tingkat 1;

melaksanakan Koordinasi dan atau mengadakan
penelitian untuk kepentingan pembangunan di
Daerah;

mengikuli persiapan dan perkembangan pelaksanaan
rencana pembangunan di Daerah untuk
penyempurnakan perencanaan lebih lanjut;

memonitor pelaksananan pembangunan di Daerah;

me laksanakan kepgiatan lain dalam rangka
perencanaan sesuai  dengan  petunjuk  ‘Gubernur
Kepala Daerah. i

BAB 111

SUSUNAN ORGANTSASI

Pasal b

Bappeda Tingkat T terdiri dari :

Ketua;

Wakil Eetua;

Sekretaris;

Bidang Penelitian;

Bidang Ekonomi ;

Bidang Sosial Budaya;

Bidang Fisik dan Prasarana;
Bidang Statistik dan Laporan.



Pasal 6
(1). Ketua Bappeda Tingkat I mempunyai tugas :

a. membantu Gubernur Kepala Daerah di  bidang

tugasnyas;
b. memimpin dan mengkoordinasi kegiatan Bappeda
Tingkat I1; :
. mengadakan hubungan kerjasama dengan

instansi-instansi lainnya untuk memperlancar
pelaksanaan tugasnya.

(2). Wakil Ketua Bappeda Tingkat I mempunyai tugas

a. mewakili Ketua dan memimpin Bappeda Tingkat
I apabila Ketua berhalangan;

b. memimpin kegiatan intern Bappeda Tingkat I
sehari-hari;

c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
Ketua.

Pasal 7

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayan
tehnis dan administratif kepada seluruh satuan
Organisasi dalam lingkungan Bappeda Tingkat I.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada
pasal 7, Sekretariat mempunyai fungsi : :

a. menyusun rencana kegiatan tahunan Bappeda
Tingkat T1;

b. melakukan urusan dokumentasi dan imformasi
pembangunan;

c. melakukan urusan Keuangan;

d. melakukan urusan umum.

Pasal 9
Sekretariat terdiri dari :
a. Sub Bagian Penyusunan Rencana Kegiatan.
b. Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi.

c. Sub Bagian Keuangan;
d. Sub Bagian Umum.
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Pasal 10

(1). Sub Bagian Penyusunan Rencana Kegiatan
mempunyai tugas mempersiapkan penyusunan
rencana kegiatan tahunan, mengikuti pelaksanaan
dan melakukan evaluasi atas pelaksanmaannya;

(2). Sub Bagian Dokumentasi dan Imformansi mempunyai
tugas melakukan dokumentasi dan memberikan
imformasi mengenai rencana Pembangunan Daerah
serta melakukan perpustakaan; '

(3). Sub Bagian Keuangan mmempunyai tugas melakukan
urusan keuangan; z

(4). Sub Bagian Umum mempunyai tugas me lakukan
urusan Sural-menyurat, Kepegawaian, Rumah
tangga, Perlenpgkapan dan Perjalanan Dinas.

Pasal 11

Bidang penelitian mempunyai tugas melaksanakan
dan mengkoordinasikan kegiatan penelitian di Bidang
Ekonomi, Sosial Budaya serta Fisik dan Prasarana
dalam rangka perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 12

Untuk memyelenggarakan tugas tersebut pada
pasal 11, Bidang Penelitian mempunyai fungsi :
a. Menyiapkan bahan untuk perumusan kebijaksandan
kegiatan penelitian untuk Pembangunan di Daerah.

b. Melakukan atau mengkoordinasikan penelitian

dibidang Ekonomi, Sosial Budaya, Fisik dan
prasarana serta mengadakan kerjasaama
penelitian dengan Lembaga—lembaga penelitian
lainnya.

Pasal 13

Bidang Penelitian terdiri dari :

a. Seksi Ekonomi;
b. Seksi Sosial Budaya;
c. Seksi Fisik dan Prasarana.



Pasal 14

(1). Seksi FEkonomi mempunyai tugas mempersiapkan

bahan perumusan kebijaksanaan kegiatan
penelitian untuk perencanaan pembangunan di
Daerah, me lakukan atau mengkoordinasikan
penelitian sertbta mengadakan kerjasama

penelitian di bidang ekonomi dengan Lembaga-
lembaga lainnyag

(2). Seksi Sosial Budava mempunyai tugas

mempersiapkan bahan perumusan kebijaksanaan
kegiatan untuk perencanaan pembangunan di
Daerah, melakukan dan atau mengkoordinasikan
penelitian serta mengadakan kerjasama dibidang
Sosial Budaya dengan Lembaga-lembaga lainnya.

(3). Seksi Fisik dan Prasarana mempunyai tugas

mempersiapkan bahan perumusan kebijaksanaan
kegiatan penelitian ~untuk perencanaan
pembangunan di Daerah, melakukan dan atau
mengkoordinasikan penelitain serta mengadakan
kerjasama penelitian di bidang Fisik dan
Prasarana dengan Lembaga-Lembaga lainnya;

Pasal 16

Untuk menyelengprarakan tupas Lersebut pada

pasal 15, Bidang Ekonomi memfunyai TFungsi :

a.

melakukan kegiatan perencanaan pembangunan
Pertanian, Industri, Pertambangan dan ZEnergi,
Perdagangan dan Koperasi serta Pengembangan Dunia
Usaha;

mengkoordinasikan dan memadukan rencana
Pembangunan Pertanian, Industri, Pertambahan dan
Energi, Perdagangan dan Koperasi serta

Pengembangan Dunia Usaha yang di susun oleh
Dinas—-dinas Daerah. Saluan Organisasi lain dalam
lingkungan Pemerintahan Daerah, Instansi-Instansi
Vertikal Daerah Tingkat 1I dan Badan-Badan lain
vang berada dalam Wilayah Daerah Tingakat I;

melakukan inventarisasi permasalahan di bidang
Ekonomi certa merumuskan langakah-langkah
kebi jaksanaan pemecahannya.

melakukan dan atau mengkoordinasikan penyusunan
Program Tahunan di Bidang IFkonomi yang meliputi
pertanian, Industri, Pertambangan dan Energi ,
Perdagangan dan Koperasi, serta Pengembangan
Dunia Usaha dalam rangka pelaksanaan REPELITA
Daerah atau proyek-proyek yang di usulkan kepada



Pemerintah Pusat untuk dimasukkan kedalam program
tahunan Nasional.

Pasal 17
Bidang Fkonomi terdiri dari :

a. Seksi Pertanian;

b. Seksi Industri Pertambangan dan Energi;
c. Seksi Perdagangan dan Koperasi;

d. Seksi Pengembangan Dunia Usaha.

Pasal 18

(1). Seksi Pertanian mempunyai tugas mempersiapkan
bahan penyusunan rencana dan program
pembangunan Pertanian "Tanaman Pangan,
Peternakan, Perikanan, . Perkebunan dan
Kehutanan.

(2). Seksi Industri, Pertambangan dan Energi
mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan
rencana dan program Pembangunan Industri,
Pertambangan dan Energi;

(3). Seksi Perdagangan dan Koperasi mempunyai .tugas

mempersiapkan bahan penyusun rencana dan
program Pembangunan Perdagangan . dan
perkoperasian; 2

(4). Seksi Pengembangan Dunia Usaha mempunyai tugas
mempersiapkan bahan penyusun rencana dan
program pembangunan untuk pengembangan dunia
Usaha, pembinaan golongan ekonomie lemah dan
penanaman modal.

Pasal 19

Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas melakukan
dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan
pembangunan di bidang Pendidikan, Mental spritual,
Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, Penerangan dan
Komunikasi serta Kependudukan.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada
pasal 19, Bidang Sosial Budaya mempunyai fungsi -



a.

me lakukan kegiatan perencanaan pembangunan
Pendidikan, Mental, Spritual, Pemerintahan,
Eesejahteraan Rakyat, Penerangan dan EKomunikasi
perta kependudukan;

mengkoordinasikan dan memadukan rencana
pembangunan dibidang Pendidikan, Mental
spiritual, Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat,
Penerangan dan Komunikasi, serta Kependudukan
yvang disusun oleh Dinas-dinas Daerah, Satuan
organisasi lain dalam Lingkungan Pemerintah
Daerah Tingkat 1T, Instansi-Instansi Vertikal,
Daerah-daerah Tingkat II dan Badan-badan lain
vang berada dalam Wilayah Daerah Tingkat I;

melakukan InvenlLariscasi permasalahan di bidang
Sosial Budaya serta merumuskan Langkah-langkah
kebijaksanaan pemecahannya; :

melakukan dan atau mengkoordinasikan penyusunan
program tahunan dibidang Sosial Budaya vang
meliputi Pendidikan, Mental spiritual,
Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, Penerangan
dan EKomunikasi serta Kependudukan dalam rangka
pelaksanaan REPELITA Daerah atau Proyek-proyek
vang diusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk
dimasukkan kedalam Program Tahunan Nasional.

Pasal 21 ;

Bidang Sosial Budaya terdiri dari :

a. Sekai Pendidikan, Mental Spiritual dan
Pemerintahan;

b. Seksi Kesejahteraan Rakyat;

c. Sekei Penerangan Pers dan Komunikasi;

d. Seksi Kependudukan.

Pasal 22

(1). Seksi Pendidikan, Mental Spiritual dan
Pemerintahan mempunyai tugas mempersiapkan
bahan, penyusunan rencana dan program
pembangunan Pendidikan, Generasi Muda,

Kebudayaan, Agama, Hukum dan Pemerintah;

(2). Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas

mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan
program pembangunan Kesehatan, Sosial,
Perumahan Rakyat, Peranan Wanita dan Keluarga
Berencana.
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(3). Seksi Penerangan Pers dan Komunikasi mempunya i
tugas mempersiapkan bahan Penyusunan rencana
dan program pembangunan Penerangan, Pers dan
Komunikasi Sosial.

(4). Seksi Kependudukan mempunya i tugas
mempersiapkan bahan Penyusunan rencana dan
Program pembangunan Ketenagaan, Transmigrasi
dan Kependudukan.

Pasal 23

Bidang Tisik dan Prasarana mempunyai tugas
me lakukan dan mengkoordinasikan kegiatan Perencanaan
pembangunan Pengai ran, Perhubungan dan Pariwisata,
Tata Ruang dan Tata Guna Tanah serta Sumber Alam dan
Lingkungan Hidup. : ;

Pasal 24

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada
pPasal 23, Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai
fungsi :

a. melakukan kegiatan perencanaan pembangunan
Pengairan, Perhubungan dan pariwisata, Tata’ Ruang
dan Tata Guna Tanah serta Sumber Alam  dan
Lingkungan Hidup; :

b. Mengkoordinasikan dan memadukan rencana
prembangunan Pengairan, Perhubungan dan
Pariwisata, Tata Ruang dan Tata Guna Tanah, serta
Sumber Alam dan Lingkungan Hidup vang disusun
oleh Dinas-dinas Daerah, Satuan Organisasi lain
dalam lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat 1,
Instansi-instansi Vertikal, Daerah-daerah Tingkat
IT, dan Badan-badan lain vang berada dalam
lingkungan Wilayah Daerah Tingkat I;

c. melakukan inventarisasi permasalahan di bidang
Fisik dan Prasarana serta merumuskan langkah-
langkah kebijaksanaan pemeccahannya;

d. melakukan dan atau mengkoordinasikan Penyusunan
program tahunan di bidang fisik dan prasarana
vang meliputi Pengairan, Perhubungan dan
Pariwisata, Tata Ruang dan Tata Guna Tanah serta
Sumber Alam dan Lingkungan Hidup dalam rangka
pelaksanaan REPELITA Daerah atau proyek-proyek
Yang diusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk
dimasukkan ke dalam Program Tahunan Nasional.



Pasal 25
Bidang Fisik dan Prasarana terdiri dari :

a. Seksi Pengairan;:

b. Seksi Perhubungan dan Pariwisata;

c¢. Seksoi Tata Ruang dan Tata Guna Tanah;
d. Seksi Sumber Alam dan Lingkungan Hidup.

Pasal 26 =

(1). Seksi Pengairan mempunyai tugas mempersiapkan
bahan penyusunan rencana dan . Program
pembangunan pengairan;

(2). Seksi Perhubungan dan Pariwisata mempunyai
tugas mempersiapkan bahan Penyusunan rencana
dan pProgram pembangunan Prasarana Jalan,
Perhubungan  Darat, Laut, Udara, Pos dan
Telekomunikasi serta pariwisata;

(3). Seksi Tata Ruang dan Tata Guna Tanah mempunyai
tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana
dan program pengaturan Tata Ruang dan Tata Guna
Tanah;

(4). Seksi Sumber Alam dan Lingkungan Hidup
mempunyai tugas mempersipakan bahan penyusunan
rencana dan program pemanfaatan sumber alam,
pemeliharaan lingkungan hidup yang serasi.

Pasal 27

Bidang Statistik dan Laporan mempunyai tugas
melaksanakan kegiatan pengumpulan data, analisa
penilaian dan laporan hasil pelaksanaan pembangunan
di Daerah.

Pasal 28

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada
pasal 27, Bidang Statistik dan Laporan mempunyai
fungsi :

a. mengumpulkan dan memyusun data hasil pelaksanaan
pProgram proyek pembangunan di Daerah;

b. melakukan analisa dan penilaian bahan dan laporan
termasuk laporan berbagai Instansi mengenai
pelaksanaan program/proyek pembangunan di Daerah;



C. menyusun laporan pelaksanaan pembangunan di

Daerah, dan memyusun laporan Gubernur Kepala
Daerah mengenai pelaksanaan Pembangunan di
Daerah;

d. mengolah bahan serta memyusun statistik dari
pelaksanaan pembanpunan di Daerah;

Pasal 29

=

Bidang Statisbtik dan Laporan.terdiri dari :

a. Seksi Pengumpulan Data;

b. Seksi Analisa dan Penelitian;
¢. Seksi Pelaporan;

d. Seksi Peragaan.

Pasal 30
(1). Seksi Pengumpulan Data mempunyai tugas
memgumpulkan dan memyusun Data mengenai

pelaksanaan program pembangunan di Daerah;

(2). Seksi Analisa dan Penilaian mempunyai tugas
melakukan analisa dan penilaian atas bahan-
bahan laporan pelaksanaan Pcbangunaﬁ di Daerah;

(3). Seksi Pelaporan mempunyai tugas menyusun
laporan hasil pelaksanaan Pembangunan di Daerah
dalam rangka monitor dan mempersiapkan laporan
Gubernur EKepala Daerah mengenai pelaksanan
program/proyek pembangunan di Daerah;

(4). Seksi Peragaan mempunyai tugas menyusun dan
memelihara Statistik hasil pelaksanaan
program/proyek pembangunan di Daerah serta
mempersiapkan peragaannya.

Pasal 31

(1). Struktur Organisasi Bappeda Tingkat I adalah
sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan
Daerah ini dan yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;

(2). Perubahan terhadap Susunan Organisasi Bappeda
Tingakat I diatur dengan surat Keputusan
Gubernur Kepala Daerah berdasarkan Pedoman yang
di tetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan
persctujuan Dewan DPerwakilan Rakyat Daerah
Propinsi Daerah Tingkalt I Kalimantan Timur._



BAB 1V
TATA KERJA

Pasal 32

Untuk melaksanakan tupasnya Ketua, Wakil Ketua,
Sekretaris, Para Kepala Bidang, Para Sub Bagian,
Para Kepala Seksi, dan Para Kepala Urusan, wajib
menerapkan prinsip koordinasi, . integrasi, dan
sinkronisasi.

Pasal 33

(1). Setiap Pemimpin satuan Organisasi dalam
lingkungan Bappeda Tingkat I bertanggung jawab
memimpin, mengkoordinasi bawahannya masing-
masing dan memberi bimbingan serta petunjuk-
petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;

(2). Setiap Pemimpin Satuan Organisasi wajib
mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada
atasan masing masing dan menyampaikan laporan
berkala pada waktunya;

(3). Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan
Satuan Organisasi dari bawahan, wajib diolah
dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan lebih
lanjul. dan untuk member i petunjuk:-petunjuk
kepada bawahan.

Pasal 34

(1). Dalam mempersiapkan rencana dan Program
pembangunan di Dacrah, Bappeda Tingkat I wajib
senantiasa melaksanakan dan memelihara hubungan
secara konsultatip dengan Instansi-instansi di
tingkat pusat dan hubungan keraja secara
koordinatif dengan Instansi-instansi di Daerah;

(2). Bappeda Tingkat I bersama dengan. Instansi
Vertikal di  Daerah wajib memelihara dan
mengembangakan keterpaduan rembangunan di
Daerah secara terpadu.

Pasal 35

Dalam melaksanakan kegiatan perencanaan di
Daerah Bappeda Tingkat I wajib mengusahakan
keterpaduan antara rencana Nasional dan Daerah serta
rencana antara Daerah.
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Pasal 36
(1). Hubungan Kerjasama Bappeda Tingkat I dengan
Perencanaan pembangunan Nasional ( BAPPENAS )
bersifat konsulalip fungsional;

(2). Hubungan keraja sama Bappeda Tingkat I1 dengan

Badan Perencannan  Nasional  ( BAPPENAS )
bersifat konsulatif fungsional melalui Bappeda
Tingakat T1;

(3). Hubungan kerja sama Bappeda Tingakat I dan
Bappeda Tingkal IT bersifat konsulatif
fungsional.

=

Pasal 37

(1). Dalam rangka penyusunan Rencana Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, Bappeda Tingkat
i menyusun dan mengkoordinasikan rencana
Anggaran Program Pembangunan Daerah vang
bersangkutan, serta mempersiapkan rencana
flapond anggaran masing-masing program;

(2). Penyusunan rencana Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah tahun yang bersangkutan secara
keseluruhan dikoordinasikan oleh Sekretaris
Wilayah/Daerah.

BAB V

KEPEGAWATIAN

Pasal 38

(1). Ketua BAPPEDA Tingkat I diangkat dan
diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah
setelah berkonsultasi dengan Menteri Dalam
Negeri.

(2). Wakil Ketua, Sekretaris, para Kepala Bidang dan
Pejabat-pejabat/pcgawai lainnya pada Bappeda
Tingkat I diangkat dan diberhentikan oleh
Gubernur Kepala Daerah atas usul Ketua Bappeda
Tingkat I.

Pasal 39

Jenjang Jabatan dan kepangkatan serta susunan
kepangkatan diatur kemudian sesuai dengan Peraturan
Perundang-Undangan yang berlaku.



= BAB VI

LAIN-LAIN

Pasal 40

(1). Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan
tugas dan Bappeda Tingkal. T dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat
) (N

(2). Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut pada
ayat (1) pasal ini kepada Bappeda Tingkat I
dapat diberikan hantuap sesuai peraturan yang

berlaku.
BAB VII
PENUTOUP
Pasal 11

-

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka
segala ketentuan yang ada sebelumnya vang
bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan
tidak berlaku.

Paganl 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan. Agar setiap orang dapat : mengetahui
memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi
Daerah Tingkat I Kalimantan Timur.

" DEWAN PERWAKILAN RAKYAT Samarinda, 28 Januari 1981
DAERAH PROPINST DAERAH GUBERNUR KEPALA DALRAH
TINGKAT I KALIMANTAN TIMUR TINGKAT I KALIMANTAN TIMUR

Ketua,
Etd. ttd.
SOEROTJO. SM. ERY SOEPARDJAN
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DISAHKAN
Dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri
Tanggal 29 Juni 1982 Nomor 061.44-808
Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Otonomi Daerah
ttd

(Drs. H. Soemarno)

Diundangkan dalam Lembarén Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 43 D
Pada tanggal 15 September 1982
Sekretaris Wilayah Daerah,
ttd.

M. ARDANS. SH -

NIP.550002748
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SENJELASAN : ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGEKAT I

=

KALIMANTAN TIMUR NOMOR 3 TAHUN 1981 TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TINGEKAT I KALIMANTAN
TIMUR.

UMUM.

Dengan semakin meningkatnya pembangunan dewasa ' ini baik
yvang dibiayai dana proyek-proyek sektoral maupun proyek-proyek
Daerah sendiri, maka diperlukan adanya perencanaan yang lebih
menyeluruh, terarah dan terpadu. z
Dengan adanya perencanaan yang baik dlharapkan hasil-
hasil dari Pembangunan yang dilaksanakan akan lebih berdaya-
guna dan berhasilguna serta dapat dijamin keserasian dan
keseimbangannya.

Untuk memenuhi maksud tersebut di atas diperlukan suatu
perangkat perencanaan yang mampu mengemban beban kerja dan
menjangkau semua kebutuhan-kebutuhan daripada Pembangunan,
sehingga permasalahan yang dihadapi dalam ~ setiap gerak
pembangunan akan dapat ditangani dengan baik.

Salah satu wusaha yang telah ditempuh oleh Pemerintah
untuk menjawab tantangan pembangunan tersebut adalah dengan
ditetapkannya Keputusan Presiden R.I No.27 Tahun 1980 tentang
Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang lebih
lanjut oleh Menteri Dalam Negeri diatur dalam Surat Keputusan
No. 185 Tahun 1980 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I dan Badgn
Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II. :

Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I EKalimantan Timur
sebelum ditetapkannya kedua ketentuan tersebut telah memiliki
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I yang dibentuk
dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1
Kalimantan Timur No. 161 Tahun 1974. Sesuai dengan maksud
daripada pasal 107 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri No.
185 Tahun 1980, maka ditetapkanlah Peraturan Daerah Propinsi
Daerah Tingkat I Kalimantan Timur tentang Pembentukan, Susunan
Organisasi dan Tatakerja Badan Perencanaan Daerah Tingkat I
Kalimantan Timur, yang merupakan pengganti dari Surat
Keputusan No. 161 Tahun 1974.

Sedangkan materi Peraturan Daerah tersebut berpedoman
pada Keputusan Presiden R.I. No. 27 Tahun 1980 dan Surat
Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 185 Tahun 1980.
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I7. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan pasal 30 cukup jelas.
Pasal 31 ayvat (1) cukup Jjelas.
Pasal 31 ayat (2} Untuk efisiennya wewenang untuk mengadakan
perubahan atas Susunan Organisasi Bappeda
Tingkat I dilimpahkan kepada Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I dengan tetap
berdasarkan pada Pedoman Menteri Dalam
Negeri dan Persetujuan DPRD Propinsi Daerah
Tingkat I Kalimartan Timur.
Pasal 32 cukup jelas;
Pasal 33 yang dimaksud dengan Pimpinan Satuan Organisasi pada
pasal ini adalah Ketua, Sekretaris, Kepala Bidang,
Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Bappeda
Tingkat I Kalimantan Timur.
Pasal 34 sampai dengan pasal 37 cukup jelas;
Pasal 38 avat (1) cukup jelas; :
Pasal 38 ayat (2) Yang dimaksud dengan kata Pejabat-pejabat/
pegawai lainnya pada ayat ini adalah Kepala
Sub Bagian, Kepala Seksi dan Pegawai—
pegawai bawahannya.
Pasal 39 sampai dengan pasal 42 cukup jelas.

Samarinda, 15 Juni 1996
Disalin sesuai dengan bunyi aslinya :

AN. KETUA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TINGEKAT I KALIMANTAN TIMUR
Sekretaris,

Ub. Ka. Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi,

e

—

Drs. Syahril Tarmidzi

Nip. 550 011 663.

MIL PUSIDO|
' [BAPPEDAKALTIH|

e Al L =t
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